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ABSTRACT  
 
Dian Martin (B111 12 062) The Implementation of Divorce Based On Customary 
Law Of TanaToraja In LembangButtuLimbong, District Of Bittuang, 
TanaToraja.Supervised by Farida Patittingi as the first supervisor and Sri 
SusyantiNur as the second supervisor. 
 
 This research were aimed to understand the procedure of divorce based 
on customary law of TanaToraja in LembangButtuLimbong, District of 
Bittuang, TanaToraja and to understand the imposition of sanctions of this 
divorce in LembangButtuLimbong, District of Bittuang, TanaToraja. 
 
 The research was conducted  in District of Bittuang, TanaToraja, 
specifically in LembangButtuLimbong. The methods used to collect the data 
in this research are field and library research. The primary data were 
collected from interview with related stakeholders consist of Head of 
Indigenous Society, Head of LembangButtuLimbong, and Relatives or 
Communites seen the divorce process in LembangButtuLimbong, District of 
Bittuang, TanaToraja.directly. While the secondary data were collected from 
literatures and books related to the topic. Thus the data were being analysed 
qualitatively. 
 
 The results of the research are (1) The procedure of divorce based on 
customary law of TanaToraja in LembangButtuLimbong, District of Bittuang, 
TanaToraja is through the indigenous judges and the local government. 
There are two options to start the proceeding, either through suits or the 
indigenous judges and local government could call upon the married couple 
with disharmonious household and seek for reconciliation. If the reconciliation 
could not be achieved, then the parties considered guilty would have to pay 
Kapa’ by deliberating the value of Tana’ and the results of the discussions. (2) 
The sanctions of indigenous divorce (Kapa’) are in the form of pig and buffalo. 
However it could also be paid in any form with the same value of pig and 
buffalo. As the consequence, the parties considered guilty could not take any 
of their joint property from the house they used to live together. 
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ABSTRAK  
Dian Martin ( B111 12 062 ) Pelaksanaan Cerai Adat Berdasarkan Hukum Adat 
Tana Toraja Di Lembang Buttu Limbong Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana 
Toraja. Penulisan skripsi ini di bimbing oleh Ibu Farida Patittingi, sebagai 
pembimbing I dan Ibu Sri Susyanti Nur, sebagai pembimbing II.  
  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perceraian secara adat 
berdasarkan hukum adat Tana Toraja di Lembang Buttu Limbong, 
Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja dan untuk mengetahui 
pemberian sanksi adat terhadap perceraian adat di Lembang Buttu Limbong, 
Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja. 
 
  Penelitian ini dilangsungkan di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana 
Toraja yang dikhususkan pada Lembang Buttu Limbong. Metode penelitian 
yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melakukan penelitian 
lapangan (Field Research) dan penelitian kepustakaan (Library Research). 
Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang terkait 
yaitu pemangku adat (Ada’), Kepala Lembang Buttu Limbong, keluarga atau 
masyarakat yang melihat langsung proses pelakasanaan cerai secara adat di 
Lembang Buttu Limbong, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja. 
Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur dan buku-buku 
yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Data yang 
diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif.   
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses pelaksanaan 
perceraian secara adat di Lembang Buttu Limbong Kecamatan Bittuang 
Kabupaten Tana Toraja itu melalui hakim adat dan pemerintah setempat. 
Adapun tata caranya ialah bisa ada yang menggugat cerai terlebih dulu, 
namun bisa juga hakim adat dan pemerintah setempat memanggil langsung 
orang-orang yang rumah tangganya mulai tidak harmonis, kemudian 
diusahkan terjadinya rujuk, jika tidak tercapai, maka yang dianggap bersalah 
wajib membayar Kapa’ dengan memperhatikan nilai Tana’ dan hasil 
musyawarah.(2) Sanksi adat perceraian (Kapa’) berupa denda yaitu babi dan 
kerbau, namun bisa juga dibayarkan dalam bentuk apapun seharga babi dan 
kerbau, lalu seeorang yang dinyatakan bersalah tidak dapat membawa 
apapun (harta bersama) dari rumah yang pernah mereka diami bersama 
dalam suatu rumah tangga. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Indonesia adalah Negara Kesatuan yang penuh dengan 
keanekaragaman. Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa 
daerah, ras, suku, agama, kepercayaan, dan lain-lain. Namun Indonesia 
mampu mempersatukan berbagai keragaman itu sesuai dengan semboyan 
bangsa Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika", yang berarti berbeda-beda tetapi 
tetap satu jua. 
Keanekaragaman budaya atau cultural diversity adalah keniscayaan 
yang ada di bumi Indonesia.Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu 
yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam konteks pemahaman 
masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku, masyarakat 
Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan 
yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku yang 
ada didaerah tersebut. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 200 juta orang 
dimana mereka tinggal tersebar di pulau-pulau di Indonesia. Mereka juga 
mendiami dalam wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi. Mulai dari 
pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga 
perkotaan. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat peradaban kelompok-
kelompok suku dan masyarakat di Indonesia yang berbeda. 
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Karena keanekaragaman yang ada di Indonesia maka muncullah 
pluralisme hukum dimana suatu ketentuan atau sebuah aturan hukum yang 
lebih dari satu di dalam kehidupan sosial. Tetapi secara etimologi bahwa 
pluralisme memiliki banyak arti, namun pada dasarnya memiliki persamaan 
yang sama yaitu mengakui semua perbedaan-perbedaan sebagai kenyataan 
atau realitas. Di dalam tujuan pluralisme hukum yang terdapat di Indonesia 
memiliki cita-cita yang sama yaitu keadilan dan kemaslahatan bangsa. 
Sedikitnya ada lima sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di dunia 
yaitu:1 
1. Sistem Common Law, sistem ini dianut oleh Inggris dan bekas 
jajahan Inggris, pada umumnya bergabung dalam negara-negara 
pesemakmuran; 
2. Sistem Civil Law, yang berasal dari hukum romawi, yang dianut di 
Eropa Barat, dan di bawa ke negara-negara bekas penjajahannya 
oleh pemerintah kolonial dahulu; 
3. Hukum Adat, hukum adat berlaku di negara Asia dan Afrika, hukum 
adat berlaku tergantung adat masing-masing atau suatu wilayah 
tersebut; 
4. Hukum Islam, hukum Islam dianut oleh yang beragama Islam 
dimanapun berada; 
                                                          
1
http://andrisutrisno27.blogspot.co.id/2013/04/mengenal-pluralisme-hukum-di-indonesia.html. 
diakses pada tanggal 12 Januari 2016. pukul 22.00 WITA 
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5. Sistem Hukum Komunis atau sosialis yang dilaksanakan di negara-
negara seperti Uni Soviet. 
Di Indonesia sendiri menganut tiga dari kelima sistem hukum tersebut 
yakni hukum Adat, sistem hukum Islam, dan hukum Barat, ketiga hukum 
tersebut saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain mereka 
saling beriringan menggapai tujuan yang sama, namun di dalam 
perjalanannya mereka mengikuti aturan yang terdapat di dalam hukum 
tersebut.  
Salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia ialah hukum 
adat.Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam kehidupan 
masyarakat. Sejak manusia itu di turunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia 
memulai hidupnya dalam aturan hukum adat yang berada di lingkungannya. 
Maka hukum adat itu lahir karena adanya suatu masyarakat yang berada 
disuatu lingkungan hidupnya. Bila mulai berlakunya, tidak dapat ditentukan 
dengan pasti akan tetapi jika dibandingkan  hukum-hukum yang berlaku di 
Indonsia hukum adatlah yang tertua umurnya.2Selain itu hukum adat bisa 
didefinisikan sebagai suatu kebiasan, yang pada umumnya harus berlaku 
dalam masyarakat yang bersangkutan yang sifatnya tidak tertulis, namun 
hukum adat itu berlaku di daerah masing-masing. Masih banyak daerah di 
                                                          
2
http://yogirahmadinataa.blogspot.co.id/2014/04/pluralisme-hukum-di-indonesia.html. diakses pada 
12 Januari 2016. pukul 22.05 WITA 
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Indonesia yang memegang teguh hukum adat, salah satunya ialah 
Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. 
Tana Toraja merupakan salah satu daerah yang sangat kental akan 
adat dan budayanya. Hal ini ditandai dengan masih adanya hukum adat yang 
berlaku di Tana Toraja meskipun tidak semua daerah yang masih memegang 
teguh hukum tersebut karena pengaruh agama dan perkembangan zaman 
saat ini. Meskipun hampir semua penduduk di kabupaten Tana Toraja telah 
menganut agama, namun masih seringnya dijumpai dalam masyarakatnya 
hal-hal yang berhubungan dengan sistem  kepercayaan para leluhur (aluk 
todolo) misalnya pada pelaksanaan upacara kematian (Rambu Solo’) dan  
perkawinan yang masih dilaksanakan secara adat (Rampanan Kapa’). 
Perkawinan adat di Tana Toraja tampak berbeda dengan proses 
perkawinan pada suku-suku lainnya, karena yang melakukan atau 
menghadapi dan mengesahkan rampanan kapa’ di Tana Toraja bukanlah 
penghulu agama atau pemimpin agama tetapi dilakukan oleh pemerintah 
adat yang dinamakan ada’, namun sebenarnya perkawinan itu diasuh dan 
diatur kehidupannya oleh aturan-aturan yang bersumber dari kepercayaan 
dan ajaran sukaran aluk/aluk to dolo yang dinamakan aluk rampanan kapa’ 
atau ada’ rampanan kapa’.3 
                                                          
3
 Tangdilintin. 2014. Toraja dan Kebudayaannya. Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya 
Sulawesi Selatan. hlm.164 
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Perkawinan secara adat di Tana Toraja dapat dikatakan masih 
dilakukan. Lain halnya dengan perceraian adat di Tana Toraja yang dapat 
dikategorikan sebagai hal yang sangat jarang dilakukan. Berdasarkan 
penelitian pendahuluan yang dilakukan penulis dengan beberapa pihak yang 
disebut dengan To Minaa, yaitu orang yang memahami hukum adat yang 
berlaku di Tana Toraja, diketahui bahwa sangat jarang terjadi perceraian 
secara adat, masyarakat justru lebih memilih untuk pisah ranjang dan kawin 
lagi tanpa bercerai terlebih dahulu. Selain itu, perceraian yang dilakukan 
dengan sebab apapun akan dikenakan sanksi adat, berbeda halnya dengan 
perceraian yang dilakukan di Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama.  
Meskipun demikian, perceraian secara adat pernah terjadi di Tana 
Toraja khususnya di Lembang Buttu Limbong Kecamatan Bittuang. Maka dari 
itu, penulis melakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan 
cerai secara adat Tana Toraja di Lembang Buttu Limbong, Kecamatan 
Bittuang Kabupaten Tana Toraja dan bagaimana proses perceraian secara 
adat yang pernah terjadi di daerah tersebut, serta bagaimana pemberian 
sanksi adat terhadap perceraian adat di Lembang Buttu Limbong, Kecamatan 
Bittuang, Kabupaten Tana Toraja. 
 
 
 
 
6 
 
B. Rumusan Masalah 
 Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana proses perceraian secara adat berdasarkan hukum adat Tana 
Toraja di Lembang Buttu Limbong Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana 
Toraja? 
2. Bagaimana pemberian sanksi adat terhadap perceraian adat di Lembang 
Buttu Limbong Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Tujuan Penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui proses perceraian secara adat berdasarkan hukum 
adat Tana Toraja di Lembang Buttu Limbong, Kecamatan Bittuang 
Kabupaten Tana Toraja. 
2. Untuk mengetahui pemberian sanksi adat terhadap perceraian adat di 
Lembang Buttu Limbong, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai 
referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka 
pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan terlebih khusus 
pengembangan hukum keperdataan di bidang hukum adat dalam hal ini 
penyangkut perceraian secara adat. 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 
masyarakat tentang bagaimana sebenarnya pelaksanaan cerai adat di 
Tana Toraja terkhusus di Lembang Buttu Limbong Kecamatan Bittuang 
Kabupaten Tana Toraja, serta bagaimana sanksi adatnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan 
Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disingkat UU 
Perkawinan), perkawinan ialah ikatan lahir batin  antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha 
Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya  dan kepercayaannya itu.4 
Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah 
perkawinan memiliki dua aspek yaitu:5 
1) Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat ikatan lahir 
batin, artinya bahwa  perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan 
secara lahir tampak juga ikatan batin yang dapat dirasakan terutama 
oleh yang bersangkutan ikatan batin ini merupakan inti dari 
perkawinan itu; 
2) Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya membentuk 
keluarga dan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, artinya 
perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan 
                                                          
4
 Lihat pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
5
 Titik Triwulan.2011. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Bandung:Kencana. hlm.103-104 
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kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin 
berperan penting. 
Sebagai bentuk perikatan dalam sebuah perkawinan menunjukkan 
adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan akibatnya adalah kewajiabn 
dan hak yang mereka tentukan.Oleh karena suatu perikatan perkawinan 
hanya sah apabila dilakukan menurut ajaran agama masing-masing, yang 
mana dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila telah terpenuhinya 
syarat dan rukunnya.6 
2. Syarat Sahnya Perkawinan 
 Pasal 2 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, 
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini menentukan mengenai aspek 
materiil dan formil atas keabsahan suatu perkawinan.7Jika kita melihat 
sepintas atas ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 UU perkawinan ini, 
memang tidak terdapat penjelasan yang tegas mengenai berlakunya hukum 
adat dalam hal perkawinan. Namun, dari perspektif lain terlihat bahwa Pasal 
                                                          
6
 Lihat pasa 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lihat pula Bab IV KHI tentang Rukun 
dan syarat Perkawinan 
7
 Lihat pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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2 ini sama sekali tidak mengatur keabsahan perkawinan bagi mereka yang 
tidak menganut suatu agama.8 
 Berdasarkan undang-undang, untuk dapat melangsungkan 
perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu 
perkawinan antara lain: syarat materiil dan syarat formil.9 
a. Syarat Materill 
Syarat Materiil disebut juga dengan syarat inti atau internal, yaitu 
syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan 
perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam 
hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat materiil absolut dan 
syarat materiil relatif. 
Syarat materiil absolut adalah syarat mengenai pribadi seorang yang 
harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Syarat materiil ini 
meliputi antara lain: 
 Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin (Pasal 
27 BW) 
 Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang 
ditentukan oleh undang-undang, laki-laki berumur 18 tahun, 
perempuan 15 tahun (Pasal 29 BW) 
                                                          
8
 Salman Soemadiningrat. 2002. Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer. Bandung:Alumni. 
hlm.175 
99
 Titik Triwulan. Op.Cit. hlm.110 
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 Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 
300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan (Pasal 34 BW) 
 Harus ada izin pihak ke tiga 
 Dengan kemauan yang bebas, tidak ada paksaan (Pasal 28 
BW). 
Syarat materiil relatif adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan 
dikawini. Syarat materiil ini meliputi antara lain: 
 Tidak adanya hubungan darah (keturunan) atau hubungan 
keluarga (antaripar/semenda) sangat dekat antara keduanya 
(Pasal 30 dan Pasal 31 BW) 
 Antara keduanya tidak pernah melakukan overspel (Pasal 32 
BW)10 
 Tidak melakukan perkawinan terhadap orang yang sama 
setelah dicerai (reparativr buwelijk) untuk yang ke tiga  kalinya. 
 
b. Syarat Formil 
Syarat formil atau syarat lahir (eksternal) adalah syarat yang 
berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi 
sebelum proses perkawinan. Ketentuan ini hanya berlaku bagi golongan 
                                                          
10
 Sesuai dengan Pasal 32 BW menentukan bahwa seoarang yang dengan keputusan hakim telah 
terbukti melakukan overspel tidak akan pernah diperbolehkan kawin dengan orang yang melakukan 
overspel itu, juga sampai setelah meninggalnya orang yang melakukan overspel itu, maka perkawinan 
demikian diarang. 
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Eropa saja (Pasal 50-70 BW). Diantaranya adalah adanya pemberitahuan 
terlebih dahulu kepada Pejabat Catatan Sipil untuk dibukukan dalam 
daftar pemberitahuan perkawinan (Pasal 50 dan Pasal 51 BW). 
Berdasarkan UU Perkawinan, bahwa untuk dapat melangsungkan 
perkawinan, maka harus memenuhi persyaratan antara lain: 
1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 
mempelai (Pasal 6 Ayat 1 UU Perkawian) 
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 
mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua 
(Pasal 6 Ayat 2) 
3) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggalkan 
dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup 
diperoleh dari orang tua yang masih hidup/mampu menyatakan 
(Pasal Ayat 3) 
4) Dalam hal kedua orang tua meninggal/tidak mampu 
menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang 
memelihara/keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam 
garis keturunan lurus ke atas (Pasal 6 Ayat 4) 
5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang 
disebutkan dalam Pasal 6 ayat 2,3,dan 4, maka pengadilan 
dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-
orang tersebut. 
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Selain persyaratan tersebut suatu perkawinan antara laki-laki dan 
perempuan dilarang apabila, ada hubungan darah dalam garis 
keturunan ke bawah atau ke atas, ada hubungan darah dalam garis 
keturunan menyamping, ada hubungan darah semenda yaitu mertua, 
anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri dan mempunyai hubungan oleh 
agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.11 
3. Peranan Hukum Adat dalam Undang-Undang Perkawinan 
 Perkawinan dan keluarga menurut hukum adat memiliki kolerasi yang 
sangat kuat.Bukan semata-mata merupakan ikatan kontraktual antara 
seorang laki-laki dengan seorang perempuan, perkawinan adalah 
implementasi perintah Tuhan yang melembaga dalam masyarakat untuk 
mmbentuk rumah tangga dalam ikatan-ikatan kekeluargaan. Konsep  yang 
sama dikenal pula dalam UU Perkawinan. Bagaimana kedudukan hukum 
adat setelah berlakunya UU perkawinan?. Tidak ada penegasan tentang 
berlakunya hukum adat sebagai dasar keabsahan perkawinan. Bahkan, 
M.Yahya Harahap berpendapat bahwa undang-undang ini telah menggeser 
hukum adat. Landasan primer dalam suatu perkawinan telah diambil  alih 
oleh undang-undang ini sedangkan hukum adat semata-mata sebagai unsur 
komplementer atau sekunder yang tidak menentukan lagi sahnya suatu 
                                                          
11
 Lihat Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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perkawinan, perceraian maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan 
pemeliharaan anak.12 
Sebagaimana telah diulas bahwa UU Perkawinan lebih banyak mengatur 
urusan-urusan yang bersifat publik atau administrasi (menyangkut wewenang 
pejabat-pejabat Negara dan pengadilan). Artinya sepanjang menyangkut 
urusan materiil, urusan-urusan internal, kepercayaan masyarakat masih 
bersifat plural. Beberapa aspek hukum perkawinan yang telah menerima 
unifikasi hukum dalam UU perkawinaan, terbatas pada13 
1. Tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa; 
2.  Dalam perkawinan harus ada persetujuan kedua calon mempelai; 
3. Keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama; 
4. Harus ada pencatatan; (administratif) 
5. Syarat kawin harus sesuai dengan yang telah ditentukan; 
(administratif) 
6. Pencegahan kawin sesuai dengan ketentuan undang-undang; 
(administratif) 
7. Pembatalan perkawinan; (administratif) 
8. Syarat poligami; (administratif) 
9. Putusnya perkawinan dan syarat-syarat; (administratif) 
                                                          
12
 Salman Soemadiningrat. Op.Cit. hlm.173 
13
Ibid.,hlm.174  
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10. Kedudukan suami istri adalah seimbang, berhak melakukan perbuatan 
hukum; 
11. Kedudukan anak-anak sama terhadap ibu bapaknya; 
12. Anak di luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan 
ibunya dan kerabaat ibunya; 
13. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka; 
14. Anak wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus 
apabila memerlukan bantuan; 
15. Orang tua mewakili anak belum dewasa dalam setiap perbuatan 
hukumnya di dalam maupun luar pengadilan; 
16. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin yang tidak 
berada di bawah kekuasaan orang tua; 
17. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin yang tidak 
berada di bawah kekuasaan orang tuanya lagi harus berada di bawah 
kekuasaan wali; 
18. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga si anak. 
 
B. Perkawinan Berdasarkan Hukum Perkawinan Adat 
1. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat 
 Perkawinan adalah suatu peristiwa yang amat penting dalam 
perikehidupan masyarakat kita, sebab masalah perkawinan itu tidak hanya 
menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga kedua belah 
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pihak dari orang tua, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-
masing. 
Menurut Barend Ter Haardisebutkan14 
Perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang 
menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertibnya 
dan merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya 
angkatan baru yang meneruskan golongan tersebut. 
 
Sedangkan menurut Djaren dinyatakan sebagai berikut15 
Hukum Perkawinan Adat adalah keseluruhan kaidah hukum 
yang menentukan prosedur yang harus ditempuh oleh dua 
orang yang bertalian kelamin dalam menciptakan kehidupan 
bersama dalam suatu rumah tangga dengan tujuan untuk 
meneruskan keturunan. 
 
 Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja 
menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi menyangkut 
hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka 
atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa 
perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang 
hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang 
telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui 
kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia. Karena 
begitu penting arti perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan itupun 
senantiasa dan seterusnya disertai dengan berbagai takhayul, tetapi pada 
                                                          
14
 Dalam Tolib Setiadai. 2013. Intisari Hukum Adat Indonesia. Bandung:Alfabeta. hlm. 225  
15
 Ibid. 
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kenyataannya hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada 
kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih 
tetap juga dilakukan di mana-mana. Hazairin dalam bukunya, Rejang, 
mengemukakan bahwa ada tiga buah rentetan yang merupakan perbuataan 
magis muncul ketika terjadinya peristiwa perkawinan itu, yakni yang bertujuan 
menjamin ketenangan (koelte), kebahagiaan (welvaart), dan kesuburan 
(vruchtbaarheit).16 
 A. Van Gennep, seorang ahli sosiologi Perancis menamakan semua 
upacara-upacara itu “rites de Passage”(=upacara-upacara peralihan). 
Upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan 
status dari mempelai berdua; dari tadinya hidup terpisah, setelah melampaui 
upacara-upacara dimaksud menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan 
bersama sebagai suami-istri; semula mereka masing-masing merupakan 
seorang warga keluarga orang tua mereka masing-masing, setelah 
melampaui upacara-upacara yang bersangkutan mereka berdua merupakan 
keluarga sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpin 
sendiri. 
 “Rites de passage” ini menurut A. van Gennep terdiri atas tiga stadia, 
yaitu:17 
a. rites de separation (upacara perpisahan dari status semula) 
                                                          
16
  Dalam Soerojo Wignjodipoero. 1983. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta:Haji 
Masagung. hlm. 122 
17
 Ibid.,hlm. 123 
18 
 
b. rites de marge (upacara perjalanan status yang baru) 
c. rites de aggregation (upacara penerimaan dalam status yang baru) 
Tiap-tiap stadia ini dalam kenyataannya sudah merupakan rangkaian 
upacara-upacara tersendiri. Hubungan suami istri setelah perkawinan 
bukanlah merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian 
atau kontrak, tetapi suatu paguyuban. Bahwa setelah perkawinan suami istri 
itu merupakan satu ketunggalan adalah terbukti antara lain karena:18 
a. Menurut adat kebiasaan yang belum hilang sama sekali kedua 
mempelai itu pada saat perkawinan melepaskan nama yang mereka 
masing-masing pakai hingga saat itu (nama kecil) serta kemudian 
memperoleh nama baru (nama tua) yang selanjutnya mereka pakai 
bersama. Kalau Sarimin kawin dengan Tukinem, maka sesudah kawin 
diganti nama mereka dengan misalnya Kromorejo, mulai saat itu 
Sarimin dipanggil “Pak Kromorejo” dan Tukinem dipanggil “Mbok 
Kromorejo”. Pada zaman sekarang pun, suami istri masih bertunggal 
nama, yaitu mereka berdua memakai nama sang suami selaku nama 
mereka bersama. Kebiasaan baru ini barangkali timbul karena 
pengaruh Belanda. 
b. Sebutan yang dipakai untuk menggambarkan hubungan suami istri 
yaitu “garwa” (Jawa). Istilah ini berasal dari kata-kata “siganing nyawa” 
(artinya adalah belahan jiwa). Jadi jelas dari sebutan tersebut di atas, 
                                                          
18
Ibid. 
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nyata sekali pandangan orang Jawa bahwa suami istri itu merupakan 
satu ketunggalan. 
c. Adanya ketunggalan harta-benda dalam perkawinan yang disebut 
harta-gini. 
 Dapat dikatakan, bahwa menurut hukum adat maka perkawinan itu 
adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat 
dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungannya yang sangat 
berbeda-beda. 
2. Bentuk Perkawinan 
 Diketahui bersama susunan masyarakat adat di Indonesia berbeda, 
ada yang bersifat patrilineal, matrilineal, parental, dan campuran. Oleh 
karenanya, bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku di Indonesia berbeda 
pula, di antaranya bentuk “perkawinan jujur”, “perkawinan semanda”, 
“perkawinan bebas” (mandiri), dan “perkawinan campuran”.19 
1. Perkawinan Jujur 
 Perkawinan jujur merupakan perkawinan dengan pemberian 
(pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku di lingkungan 
masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak 
(patrilineal). Pemberian uang/barang jujur (Gayo: unjuk; Batak: boli, tuhor, 
paranjuk; Nias: beuli niha;  Lampung: segerh, seroh, daw, adat; Timor-Sawu : 
                                                          
19
 A. Suriyaman Pide. 2014. Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang. Jakarta:Prenadamedia 
Group. hlm.25 
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belis, wellie; dan Maluku ; beli, wilin) dilakukan oleh pihak kerabat calon 
suami kepada pihak kerabat calon istri, sebagai tanda pengganti pelepasan 
mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, 
pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya. Di Sulawesi 
dikenal dengan “Doe Panai” atau uang panai. Setelah perkawinan, 
kedudukan istri berada di bawah kekuasaan kerabat suami, hidup matinya 
menjadi tanggung jawab kerabat suami, berkedudukan keturunannya 
melanjutkan keturunan suaminya, dan harta kekayaan yang di bawa istri ke 
dalam perkawinan kesemuanya dikuasai oleh suami, kecuali ditentukan lain 
oleh pihak istri.20 
 Pada umumnya, kedudukan bentuk perkawinan jujur berlaku adat 
“pantang cerai” jadi senang atau susah selama hidupnya istri di bawah 
kekuasaan kerabat suami. Jika suami wafat maka istri harus bersedia 
melakukan perkawinan dengan saudara suami (levirat, Batak Toba: 
paraekhon, mangabia; Batak Karo; lakoman; Sumatera Selatan: anggau; dan 
Lampung: Semalang, nyikok, biwak). Sebaliknya, istri wafat, maka suami 
harus kawin lagi dengan saudara istri (Sororat, Toba: makkabia, singka rere; 
Karo: gacih habu, Pasemah: kawin tungkat; dan Lampung: nuket). Saat ini 
apabila kawin ganti tersebut tidak dapat dilakukan, dilakukan karena pihak 
bersangkutan tidak setuju, maka dapat diganti orang dari luar kerabat, namun 
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orang yang dari luar itu harus tetap manggantikan suami atau istri yang wafat 
itu dalam kedudukan hukum adatnya.21 
 Pembayaran jujur tidak sama dengan “mas kawin” menurut hukum 
Islam. Uang jujur adalah kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran yang 
harus dipenuhi oleh kerabat pria kepada kerabat wanita untuk dibagikan pada 
tua-tua kerabat (marga/suku) pihak wanita, sedangkan mas kawin adalah 
kewajiban agama ketika dilaksanakan akad nikah yang harus dipenuhi oleh 
mempelai pria untuk mempelai wanita (pribadi).22 
 
2. Perkawinan Semanda 
 Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di lingkungan 
masyarakat adat yang matrilineal, dalam rangka mempertahankan garis 
keturunan pihak ibu (wanita) merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan 
jujur. Dalam perkawinan semanda, calon mempelai pria dan kerabatnya tidak 
melakukan pemberian uang jujur kepada pihak wanita, sebagaimana di 
Minangkabau berlaku adat pelamaran dari pihak wanita kepada pihak pria.23 
 Setelah perkawinan kedudukan suami berada di bawah kekuasaan 
kerabat istri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan 
semanda yang berlaku, apakah perkawinan semanda dalam bentuk 
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“semanda raja-raja”, “semanda lepas”, “semanda nunggu”, “semanda 
ngangkit”, “semanda anak dagang”.Jika yang terjadi bentuk perkawinan 
“semanda raja-raja”, maka kedudukan suami dan istri adalah sama 
(seimbang). Jika “Semanda lepas”, berarti suami mengikuti tempat kediaman 
istri (matrilokal); jika “semanda bebas”, berarti suami tetap pada kerabat 
orang tuanya; jika “semanda nunggu”, maka suami istri berkediaman di pihak 
kerabat istri selama menunggu adik istri (ipar) sampai dapat mandiri; jika 
“semanda ngangkit”, maka suami mengambil istri untuk dijadikan penerus 
keturunan pihak ibu suami dikarenakan ibu tidak mempunyai keturunan anak 
wanita; jika “semanda anak dagang”, maka suami tidak menetap di tempat 
istri melainkan datang sewaktu-waktu, kemudian pergi lagi seperti burung 
yang dianggap sementara, semanda ini disebut juga “semanda burung” Lain 
halnya di daerah Rejang Bengkulu, perkawinan semanda dibedakan antara 
semanda beradat dan semenda tidak beradat. Semanda beradat merupakan 
perkawinan semanda dimana pihak pria membayar uang adat kepada 
kerabat wanita menurut martabat adatnya. Adapun semanda tidak beradat 
ialah pihak pria tidak membayar uang adat, karena semua biaya perkawinan 
ditanggung pihak wanita.24 
 Selanjutnya di daerah Lampung beradat pesisir terdapat istilah 
semanda tunggu mati manuk, di mana suami mengabdi di tempat istri 
sebagai karyawan (tani) karena tidak mampu membayar uang (adat) 
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permintaan pihak istri. Adapun “semanda nabuh beduk” berarti suaminya 
hanya datang pada istri ketika beduk perkawinan “manggih kaya” di Jawa, di 
mana status suami lebih kaya, sedangkan istri miskin, istri bisa menjadi istri 
kedua, ketiga, atau keempat. Bentuk perkawinan tersebut ada beberapa 
bentuk perkawinan yang tidak berlaku lagi di masa sekarang, terutama sejak 
berlakunya UU Perkawinan. Pada umumnya, dalam bentuk perkawinan 
semanda kekuasaan pihak istri yang lebih berperanan, sedangkan suami 
tidak ubahnya sebagai istilah ”nginjam jago”(meminjam jantan) hanya 
sebagai pemberi bibit saja dan kurang tanggung jawab atau keluarga/rumah 
tangga.25 
3. Perkawinan Bebas (Mandiri) 
 Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri pada umumnya 
berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental (keorangtuaan), 
seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, 
Kalimantan dan Sulawesi, dan di kalangan masyarakat Indonesia yang 
modern, di mana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur 
tangan dalam keluarga/rumah tangga. Bentuk perkawinan ini sejalan dengan 
UU Perkawinan, di mana kedudukan dan hak suami dan istri berimbang 
sama, suami adalah kepala keluarga/rumah tangga, dan istri adalah ibu 
rumah tangga.26 
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 Setelah adat perkawinan, suami dan istri memisah 
(Jawa:mencar,mentas) dari kekuasaan orangtua masing-masing dan 
membangun keluarga/rumah tangga sendiri dan hidup mandiri (neolokal). 
Orang tua hanya memberi bekal (sangu) bagi kelanjutan hidup rumah tangga 
kedua mempelai dengan harta pemberian atau warisan sebagai harta 
bawaan ke dalam perkawinan mereka. Orang tua dalam perkawinan hanya 
memberi nasihat petunjuk dalam memilih jodoh (Jawa: bibit, bebet, bobot) 
dan setelah perkawinan hanya mengawasi kehidupan mereka berumah 
tangga. Dalam bentuk perkawinan ini, bisa saja terjadi perkawinan ganti 
suami apabila suami wafat. Di mana istri kawin lagi dengan saudara suami 
(atau terjadi perkawinan ganti istri apabila istri wafat) di mana suami kawin 
lagi dengan saudara istri, (Jawa: karang wulu). Akan tetapi, hal tersebut 
bukan hanya merupakan keharusan sebagaimana dalam masyarakat 
patrilineal atau matrilineal, melainkan suatu adat kebiasaan saja.27 
 Di kalangan masyarakat adat Jawa ada kemungkinan masih terjadi 
kehidupan keluarga/rumah tangga yang disebut “ngomahi” di mana istri 
mengikuti kediaman suami karena suami lebih mampu, atau sebaliknya 
“tutburi” di mana suami mengikuti kediaman istri karena istri lebih mampu, 
atau dalam istilah di Banten “Banten anut ing sapi” (sapi jantan mengikuti 
sapi betina), dikarenakan istri mewaris bangunan rumah dari orang tuanya. 
Atau juga berlaku secara diam-diam bentuk perkawinan “manggih kaya” 
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seperti di Jawa, di mana suami yang kaya mengawini istri yang miskin, 
menjadi selir gelap. Atau juga masih berlaku “nyalindung ka gelung”, di mana 
suami berlindung di  gelung istri, karena suami menjadi karyawan istri yang 
kaya. Ada juga yang disebut dengan ”kawin gantung”, di mana perkawinan 
sudah berlangsung antara suami istri, tetapi masih hidup terpisah karena istri 
atau suami masih kecil atau masih melanjutkan pelajaran/sekolah mereka. 
Namun saat ini, dilihat dari segi perundang-undangan, hal-hal tersebut di atas 
merupakan pelanggaran terhadap hukum perkawinan nasional.28 
4. Perkawinan Campuran 
 Menurut Hilman Kusuma yang dimaksud dengan perkawinan 
campuran adalah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang 
berbeda keanggotaan masyarakat hukum adatnya, misalnya terjadi 
perkawinan antara pria dari masyarakat adat Lampung beradat perpaduan 
dan wanita dari masyarakat adat peminggir, atau perkawinan antara pria dari 
masyarakat adat Batak dengan wanita adat Jawa, atau juga terjadi 
perkawinan antara orang Jawa dengan orang Cina warga negara Indonesia, 
dan sebagainya.29 
 Perkawinan campuran menurut hukum adat adalah perkawinan yang 
terjadi di antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, 
dan/atau berbeda agama yang dianut. Undang-undang Perkawinan Nasional 
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tidak mengatur hal demikian antara suami dan istri yang berbeda 
kewarganegaraan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 57 UU 
Perkawinan yang dimakud dengan perkawinan campuran dalam undang-
undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang berada di Indonesia 
tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan 
dan salah satu pihak berwarga negara Indonesia.30 
 Terjadinya perkawinan menimbulkan masalah hukum antara tata 
hukum adat dan/atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang 
akan diperlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. Pada dasarnya, 
hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan 
campuran. Tetapi di dalam perkembangannya, hukum adat setempat 
memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalahnya, sehingga perkawinan 
campuran itu dapat dilaksanakan. 
5. Perkawinan Lari 
 Perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, 
tetapi paling banyak terjadi di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, 
Bugis/Makassar dan Maluku. Walaupun kawin lari ini merupakan 
pelanggaran adat, tetapi di daerah-daerah tersebut terdapat tata tertib cara 
menyelesaikannya masalah ini. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah 
bentuk perkawinan sebenarnya, melainkan merupakan sistem pelamaraan, 
karena dengan terjadi perkawinan lari dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, 
                                                          
30
 Lihat UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
27 
 
semanda atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan 
kedua pihak.31 
 Perkawinan lari paksaan (Belanda: schaak-huwelijk; Lampung: 
dibembangkan, ditekep, ditenggang; dan Bali: melagandang) adalah 
perbuatan melarikan gadis dengan akal tipu atau dengan paksaan atau 
kekerasan, tidak atas persetujuan si gadis dan tidak menurut tata tertib adat 
berlarian. Sistem perkawinan lari paksaan ini jika terjadi sering kali diteruskan 
oleh kerabat yang merasa kehormatannya terganggu kepada pihak 
kepolisian dengan menggunakan Pasal 332 KUH Pidana sebagai dasar 
pengaduan.32 
 Di kalangan masyarakat Lampung beradat pepadun perkawinan lari 
dilakukan dengan cara si gadis yang pergi berlarian harus meninggalkan 
tanda kepergiannya berupa surat dan sejumlah uang (tegepik), pergi menuju 
tempat kediaman (punymbang, kepala adat) bujang, kemudian pihak bujang 
mengadakan pertemuan dengan kerabatnya dan mengirim utusan untuk 
menyampaikan permintaan maaf dan memohon penyelesaian yang baik 
kepada pihak kerabat wanita, lalu diadakan perundingan kedua pihak. Antara 
pihak laki-laki dan pihak perempuan mengenai restu perkawinan mereka. 
Sementara di daerah Lampung beradat pesisir, setelah gadis diketahui pergi 
berlarian, pihak kerabat mengusut jejak (nyusuk tapak, nyusut luyut) ke mana 
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gadis itu pergi, kedatangan pencari jejak dari pihak gadis itu harus diberi 
kesempatan untuk bertanya kepada anak si gadis mereka, apakah atas 
kemauan sendiri atau paksaan. Di tanah Bugis, pihak kerabat yang 
mengetahui gadis mereka pergi berlarian atau mengejar (tomasiri), jika belum 
sampai di tangan kepala adat si pemuda yang melarikan dapat dibunuh, 
karena mereka memegang teguh nilai diri (malu) dalam hukum adatnya. Di 
Lingkungan Daya Ngaju Kalimantan berlaku adat si gadis mendatangi rumah 
bujang untuk memaksakan perkawinan atau sebaliknya si bujang mendatangi 
rumah si gadis dengan membawa barang-barang pemberian meminta 
dikawinkan, jika pihak gadis menolak, pihak gadis harus mengganti senilai 
barang pemberiannya, dan dapat pula terjadi si bujang ketika berada di 
rumah si gadis dikurung sampai pagi lalu si gadis memaksa untuk dikawinkan 
dengan pemuda itu. Di Toraja Sulawesi sepasang muda mudi berkumpul di 
rumah gadis sampai pagi lalu memaksa untuk dikawinkan orang tua mereka. 
Di Bayuwangi (masyarakat osing) berlaku adat “ngeleboni” yaitu pemuda 
mendatangi rumah si gadis meminta untuk dikawinkan, maka pihak keluarga 
yang didatangi akan mengirimkan “colok” ke pihak keluarga yang 
bersangkutan untuk menyelesaikan perkawinan mereka.33 
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3. Larangan Perkawinan Berdasarkan Hukum Perkawinan Adat 
 Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam hukum adat 
adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan perkawinan itu tidak dapat 
dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki 
oleh hukum adat atau larangan agama yang telah masuk menjadi ketentuan 
hukum adat. Beberapa larangan itu adalah: 
1. Karena Hubungan Kekerabatan 
 Larangan perkawinan karena ikatan hubungan kekerabatan dapat 
terlihat dalam hukum Batak yang bersifat asymmetrisch connubium, dilarang 
terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang satu marga. 
Jika di Timor disebutkan bahwa larangan terjadi perkawinan terhadap anak 
yang bersaudara dengan ibu. Pada masyarakat adat Minangkabau disebut 
bahwa laki-laki dan perempuan dilarang kawin apabila mereka satu suku. Di 
Rejang disebutkan bahwa perbuatan yang demikian dapat membuat 
terjadinya perpecahan di antara suku, atau di daerah Sumatera Selatan 
disebut “merubah sumbai”. Pelanggaran terhadap larangan ini akan 
dijatuhkan hukum denda adat yang harus dibayar kepada para ”prowatin 
adat”, dan harus menyembelih ternak agar terhindar dari kutuk arwah-arwah 
gaib. Di Jawa tidak diperbolehkan terjadinya perkawinan apabila antara laki-
laki dan perempuan yang memiliki hubungan saudara sekandung antara 
kedua ayah mereka, begitupula dilarang kawin kepada mereka yang memiliki 
30 
 
hubungan bersaudara misan, dan apabila laki-laki lebih muda dari si ibu 
perempuan.34 
2. Karena Perbedaan Kedudukan 
 Dilarangnya perkawinan karena alasan perbedaan kedudukan terjadi 
pada masyarakat yang masih bertradisi feodalisme. Misalnya seorang laki-
laki dilarang melakukan perkawinan dengan perempuan dari golongan 
rendah atau sebaliknya. Di daerah Minangkabau seorang perempuan dari 
golongan penghulu dilarang kawin dengan laki-laki yang tergolong 
“kemanakan di bawah lutui”. Di daerah Lampung laki-laki dari golongan 
”punimbang” tidak dibenarkan kawin dengan gadis dari turunan golongan 
“bedowou” (budak). Di Bali, ”triwarna” atau ”triwangsa” (Brahmana, Ksatria, 
dan Weisha) kawin dengan perempuan dari keturunan “sudra” atau orang-
orang kebanyakan (biasa). Demikian pula sebaliknya, apabila perkawinan 
tersebut terjadi dianggap dapat menjatuhkan nilai martabat kekerabatan. 
Pada zaman sekarang agaknya perbedaan kedudukan kebangsawanan 
dalam masyarakat penganut feodalisme sudah mulai memudar, sudah 
banyak terjadi perkawinan antara orang dari golongan bermartabat rendah 
dengan mereka yang bermartabat tinggi, atau sebaliknya. Masalah 
perkawinan yang timbul dari pebedaan kedudukan ini sering mengakibatkan 
adanya ketegangan dalam kekerabatan. Namun jika ditilik hukum adat 
bersifat luwes, maka tidak tertutup kemungkinan berikutnya bagi 
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penyelesaian masalah perkawinan tersebut secara adat pula. Dalam hal ini 
yang sulit adalah penyelesaian masalah perkawinan yang menyangkut 
keagamaan atau kepercayaan, seperti aturan dalam agama Hindu.35 
3. Karena Perbedaan Agama 
 Perbedaan agama ini dapat menjadi penghalang terjadinya suatu 
perkawinan antara laki-laki dan perempuan, seperti di daerah Lampung 
setiap warga adat harus menganut agama Islam, bagi mereka yang tidak 
beragama Islam tidak dapat diterima menjadi anggota warga adat. Oleh 
karena itu, laki-laki dan perempuan yang beragama lain yang hendak 
melangsungkan perkawinannya harus terlebih dahulu memasuki agama 
Islam. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tidak menganut agama 
Islam berarti harus keluar dari pergaulan adat kekerabatan orang Lampung, 
karena menurut hukum adat Lampung, perkawinan yang tidak dilaksanakan 
menurut hukum Islam adalah tidak sah. Pada masyarakat adat Batak, 
perbedaan agama tidak menjadi penghalang terjadinya perkawinan, karena 
tidak melarangnya. Dalam hal perkawinan ini, hukum Islam memang sangat 
ketat dan menegaskan bahwa orang-orang tidak boleh mengikat tali 
perkawinan dengan yang disebut “muhrim” karena pertalian darah, pertalian 
perkawinan dan pertalian sepersusuan. Dalam Al Qur’an surat Annisa ayat 
22-23 disebutkan bahwa pertalian perkawinan tidak dibenarkan karena: 
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(a) pertalian darah yaitu hubungan kakek, nenek dari ayah dan ibu 
seterusnya dalam garis ke atas, anak, cucu, dan seterusnya dalam garis ke 
bawah, saudara seibu dan seayah, seayah saja atau seibu saja, saudara ibu 
atau saudara ayah dan anak saudara lelaki atau anak saudara perempuan. 
(b) pertalian perkawinan yaitu, mertua, anak tiri, dan menantu. 
(c) pertalian sepersusuan yaitu, ibu dan ayah tempat menyusu dan saudara 
sepersusuan. 
 Selain ketentuan larangan kawin  karena “muhrim”, hukum Islam 
menentukan juga tentang larangan melakukan perkawinan dalam masa 
“iddah”, yaitu masa tunggu bagi seseorang yang cerai dari suaminya untuk 
dapat melakukan perkawinan lagi, hal agar dapat diketahui apakah 
perempuan ini mengandung atau tidak. Jika perempuan itu mengandung, 
maka ia diperbolehkan kawin lagi setelah anaknya lahir; Apabila iya tidak 
mengandung, maka ia harus menunggu selama 4 bulan 10 hari jika bercerai 
karena suami meninggal dunia atau selama tiga kali suci dari haid jika 
dikarenakan cerai hidup.36 
 Norma-norma mengenai larangan dan kecenderungan kawin antara 
lain:37 
a) Larangan kawin dalam lingkungan (bagian) clannya sendiri 
(eksogami); 
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b) Larangan hubungan kawin timbal balik; 
c) Derajat-derajat perkawinan antar-wangsa terdekat yang terlarang; 
d) Larangan kawin dengan istri yang sudah bercerai dari sesama warga 
clan; 
e) Kecenderungan kawin dengan anak  gadis dari saudara laki-laki 
ibunya :perkawinan cross-cousin segi satu (perkawinan anak saudara 
laki-laki dengan anak saudara perempuan); 
f) Desakan untuk kawin dengan pemudi dari desanya sendiri. 
C. Perkawinan Adat Di Tana Toraja (Rampanan Kapa’) 
 Perkawinan yang dinamakan Rampanan Kapa’ di Tana Toraja suatu 
masalah adat yang paling dimuliakan dan di hormati di Tana Toraja, karena 
dianggap sebagai pangkal dari tebentuknya atau tersusunnya Adat dan 
kebudayaaan Manusia seperti pada suku-suku bangsa lain di Indonesia. 
Jikalau kita memperhatikan proses pelaksanaan dari perkawinan di Tana 
Toraja yang dinamai Rampanan Kapa’ itu, maka tampak perbedaannya 
dengan cara atau proses perkawinan di daerah atau pada suku-suku lain, 
karena yang melakukan atau menghadapi dan mengesahkan Rampanan 
Kapa’ di Tana Toraja bukanlah Penghulu Agama/Pimpinan Agama tetapi 
adalah dilakukan oleh pemerintah adat yang di namakan Ada’, namun 
sebenarnya perkawinan itu diasuh dan diatur kehidupannya oleh aturan-
aturan agama yang bersumber dari kepercayaan dan ajaran Sukaran 
Aluk/Aluk Todolo yang dinamakan Aluk Rampanan Kapa’ atau Ada’ 
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Rampanan Kapa’. Aluk Rampanan Kapa’ merupakan hal yang pertama diatur 
dalam ajaran Sukaran Aluk serta merupakan adat yang pertama pula 
dilaksanakan oleh Puang Matua terhadap manusia yang pertama yaitu Datu 
La Ukku’ dan perkawinan ini adalah merupakan pangkal adat dan aluk dari 
Rampanan Kapa’. Dalam suatu perkawinan di Tana Toraja tidak diadakan 
kurban persembahan dan sajian persembahan seperti menyelamati 
peristiwa-peristiwa lain umpamanya pembangunan rumah, pembukaan 
tanah, tanaman dan ternak,karena perkawinan Tana Toraja adalah semata-
mata adat dengan persetujuan dua pihak (laki-laki dan perempuan), 
kemudian persetujuan itu disahkan oleh suatu perjanjiaan di hadapan 
pemerintah adat yang disaksikan oleh seluruh keluarga dari kedua belah 
pihak, karena terdapat aturan-aturan serta hukum-hukum yang dibacakan 
atau diucapkan dalam perjanjian itu, jadi perkawinan di Tana Toraja menurut 
adat adalah hampir sama dengan halnya perkawinan yang disahkan pada 
kantor pemerintah.38 
 Karena Rampanan Kapa’ sangat dipengaruhi oleh ketentuan-
ketentuan hukum adat yang berpangkal pada adanya susunan Tana’ (Kasta) 
yaitu:39 
a. Tana’ Bulaan (Kasta Bangsawan Tinggi) 
b. Tana’ Bassi (Kasta Bangsawan Menengah) 
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c. Tana’ Karurung (Kasta Rakyat merdeka) 
d. Tana’ Kua-kua (Kasta Hamba Sahaya) 
oleh karena itu setiap orang yang menurut adat yang pertama-tama harus 
diketahui ialah adanya Tana’ bagi yang bersangkutan. 
 Hal itu demikian karena Tana’ atau susunan Tana’ itu mempunyai 
ketentuan-ketentuan nilai hukumnya yang sudah tertentu yang menjamin pula 
kehidupan dan kelangsungan dari pada perkawinan itu, yang jikalau 
seseorang yang bersalah dan terjadi perceraian, maka nilai Hukum dari pada 
Tana’ itu merupakan rumusan pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan oleh 
pemerintah adat. Jadi yang sangat penting dalam tiap-tiap tingkatan Tana’ 
atau Kasta di atas ialah adanya ketentuaan nilai-nilai hukum yang masing-
masing Tana’ nilai hukumnya ditentukan dalam jumlah ekor kerbau yang 
dikatakan Tedong Sangpala’ (kerbau yang panjang tanduknya satu tapak 
tangan di atas pergelangan) atau umur rata-rata umur 2 sampai dengan 3 
tahun. Bahwa di antara semua susunan Tana’ ini terdapat garis-garis 
pemisah dalam membuat perkawinan antara satu Tana’ dengan satu Tana’ 
yang berbeda tingkatannya, karena dalam hubungan ini perempuan sangat 
terbatas ruang geraknya, seperti seorang perempuan Tana’ Bulaan tidak 
diperbolehkan oleh Adat kawin dengan laki-laki dari Tana’ Karurung jika 
terjadi maka perempuan dan laki-laki itu mendapat hukuman menurut hukum 
adat. Sebaliknya jikalau seseorang laki-laki kasta Tana’ Bulaan dapat saja 
kawin dengan perempuan yang dari tingkatan manapun, hanya saja jikalau 
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tidak sama Tana’nya perkawinannya itu tidak disahkan atau diakui oleh Adat, 
demikian pula hak dari pada anak dari perkawinan yang tidak sama hak tidak 
mewarisi seluruh hak dan warisan ayahnya atau tidak sama haknya terhadap 
penerimaan warisan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sama 
Tana’nya atau diakui oleh adat. Jikalau seseorang perempuan Tana’ Bulaan 
kawin dengan laki-laki dari Tana’ Karurung atau Tana’ Kua-kua, maka 
keduanya baik perempuan maupun laki-laki dikenakan hukum adat karena 
perempuan ini dianggap Unteka’ Palanduan (unteka’=memanjati 
,palanduan=tapaan kayu bakar).40 
 Dalam Rampanan Kapa’ dikenal suatu kegiatan yang dinamakan 
Unranpanan Kapa’ artinya membicarakan Tana’ Perkawinan untuk 
menentukan besarnya hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan Tana’ 
keduanya jikalau ada yang merusak rumah tangga di belakang hari yang 
dinamakan Kapa’.41 
D. Putusnya Perkawinan (Perceraian) 
1. Pengertian Perceraian 
 Perceraian menurut hukum adat adalah merupakan peristiwa yang luar 
biasa, merupakan problem sosial dan yurisdis yang penting dalam 
kebanyakan daerah di Indonesia. 
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 Putusnya perkawinan dikarenakan perceraian (SIANG-lampung) baik 
menurut hukum adat maupun hukum agama, adalah perbuatan tercela. Di 
kalangan masyarakat Batak, Lampung terjadinya perceraian dari suatu 
perkawinan berarti akan putusnya atau renggangnya hubungan kekerabatan 
antara pihak kerabat yang bersangkutan. 
 Menurut ajaran agama Islam perceraian itu merupakan perbuatan 
yang dibenci Tuhan sebagaimana Rosulullah S.A.W mengatakan: 
sebenci-bencinya barang yang halal disisi Allah ialah thalaq 
(Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah) 
 
Djojodigoeno mengatakan:42 
Perceraian ini dikalangan orang-orang Jawa adalah suatu hal 
yang tidak disukai karena cita-cita orang Jawa berjodohan 
seumur hidup sampai kakek-ninen. Hal ini pada umumnya telah 
menjadi pandangan seluruh bangsa yang sedapat-dapatnya 
perceraian itu wajib dihindari. 
 
Pasal 39 UU Perkawinan mengatur:43 
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan 
setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 
berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan 
perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri 
tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. 
 
 Adapun dasar hukum perceraian ialah putusnya perkawinan diatur 
dalam :44 
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a. Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. 
b. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 
199 KUH Perdata. 
c. Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam. 
2. Perceraian menurut Hukum Adat 
 Perkawinan sebagai urusan keluarga dan kerabat mempunyai fungsi 
untuk memungkinkan pertumbuhan secara tertib suatu masyarakat kerabat 
melalui angkatan (“generasi”) baru, di mana anak-anak yang lahir dalam 
perkawinan itu meneruskan masyarakat keluarga dan kerabat, yang 
sekaligus berfungsi untuk meneruskan tertib clan ataupun suku. Di samping 
perkawinan sebagai urusan keluarga dan kerabat, maka berkumpulnya dua 
orang sebagai suami istri atau dalam pergaulan sebagai suami istri dan 
dalam suatu rumah tangga adalah urusan yang sangat perseorangan.45 
 Seperti halnya setiap tindakan penggabungan dalam proses 
kehidupan kosmis yang tidak dapat ditelusuri secara mendalam, perkawinan 
merupakan sebuah ritus, ialah peralihan pihak-pihak yang menyelenggarakan 
perkawinan dalam kelas persekutuan baru dan periode kehidupan baru 
berupa terbentuknya ikatan baru antara suami-istri yang mencari kedudukan 
keseimbangan pasangan baru tersebut terhadap persekutuan mereka sendiri 
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dan dunia luar yang kesemuanya berlangsung secara ritual. Dengan cara ini 
manusia dengan keinginannya dengan memilih bentuk perkawinan 
menentukan arah proses pertumbuhan dan dengan tindakan-tindakan magis 
memperlancar fertilitas yang dikehendaki. Tambahan pula perkawinan ini 
sebagai urusan keluarga di dalam beberapa daerah hukum mempunyai daya 
kerja  untuk melanggengkan kelompok-kelompok kekerabatan. Terlepas dari 
hal ini perkawinan merupakan pemersatuan dua insan dalam hubungan 
biologis serta tinggal bersama secara tetap yang menggambarkan sebuah 
problema pribadi.46 
 Berbagai fungsi yang pada penyelenggaraan perkawinan telah 
disebutkan, harus dikaji ulang oleh karena hal-hal tersebut ikut berpengaruh 
dalam menentukan alasan-alasan dan kemungkinan-kemungkinan terjadinya 
perceraian. Pada umumnya kaum keluarga dan persekutuan menghendaki 
langgeng-lestarinya perkawinan yang diselenggarakan itu. Namun, 
bagaimanapun juga ada saja situasi dan kondisi di mana pembubaran 
perkawinan merupakan kepentingan keluarga dan persekutuan. Di samping 
itu muncul pula ke permukaan persoalan-persoalan yang bersifat pribadi 
yang dapat diterima oleh persekutuan cukup alasan untuk bercerai. Semakin 
persekutuan (baik pihak keluarga, maupun desa) terdesak ke latar belakang, 
sehingga kekuatan mengikat yang keluar darinya ikut melemah, makin lebih 
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norma-norma lain yang berkaitan dengan arti keluarga (yang berhubungan 
dengan ketentuan-ketentuan agama-agama samawi yang diwahyukan) 
menguasai pembubaraan perkawinan.47 
 Dalam sebuah tertib hukum menurut garis keturunan kebapakan, 
sebuah pembubaran perkawinan mas-kawin mengandung arti kembalinya 
sang istri tersebut dan mas-kawin ke dalam kelompok kekerabatannya 
sendiri. Hak-ikhwal seperti tidak mempunyai anak (anak laki-laki) cacat-cacat 
jasmani dan rohani, yang menghalangi fungsi perkawinan sebagai urusan 
persekutuan, pada instansi pertama dapat menyebabkan alasan-alasan 
perceraian merupakan prosedur yang dapat dibenarkan sepenuhnya, yang 
diatur oleh para tua-tua keluarga dan kepala-kepala persekutuan. Hubungan 
kekerabatan yang ditetapkan oleh perkawinan antara kelompok dan 
kelompok dapat dipertahankan atau jika dikehendaki dapat diperbaharui oleh 
sebuah perkawinan baru. Membubarkan perkawinan berdasarkan alasan-
alasan tersebut merupakan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya pada 
perkawinan pengabdian dengan penggabungan alias inlifhuwelijk: 
perkawinan tersebut telah melenceng dari sasarannya. Apabila dalam 
perkawinan-perkawinan seperti ini terbuka kemungkinan adanya budel yang 
bersifat umum, maka  barang-barang yang termasuk di dalamnya dibagi 
antara suami dan istri.Nampaknya dimana-mana menurut hukum adat 
dimungkinkan adanya pembubaran perkawinan berdasarkan musyawarah 
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timbal balik berikut dengan kesepakatan bersama, dimungkinkan. Pada 
hakikatnya, apabila tidak ada alasan-alasan persekutuan seperti tidak 
dikarunia anak, perzinahan si istri, mimpi-mimpi buruk, kepala-kepala 
keluarga dan hakim-hakim untuk waktu yang lama para pihak diupayakan 
untuk tidak meneruskan niat mereka untuk bercerai di wilayah-wilayah 
tertentu sangat jarang diadakan, namun lama-kelamaan setelah mengadakan 
perembukan bersama, agar semua akibat financial maupun tentang nasib 
anak-anak dapat ditetapkan, menyebabkan terjadinya perceraian.48 
 Akhirnya dapat dikemukakan di sini kadang-kadang salah seorang dari 
pasangan ini berdasarkan alasan-alasan pribadi, seperti hubungan satu 
dengan yang lain tidak lagi harmonis memintakan perceraian. Perceraian ini 
justru bergantung pada persoalan kesalahan, sebagai persoalan pribadi. 
Kadang-kadang persoalan kesalahan ini menguasai hak untuk menuntut 
perceraian. Begitu halnya misalnya di Pasemah dalam sebuah perkawinan 
dengan mas kawin, sang istri hanya dapat menuntut perceraian apabila 
suaminya mempunyai kesalahan oleh karena melakukan salah satu larangan 
adat (memotong tali-temali alat tenun atau menggunting rambut istrinya) dan 
seterusnya melanggar yang disebut larangan kule. Untuk semuanya ini 
berlaku bahwa para mitra kawin yang hidup dalam ketidakserasian biasanya 
pihak lawan berupaya untuk memaksanya menjadi yang bersalah (misalnya 
sang suami untuk waktu lama pergi merantau, si istri dengan berperilaku 
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tidak senonoh, dan seterusnya). Banyak kali pula sang istri pulang ke orang 
tuannya dan tidak segera kembali merupakan peristiwa-peristiwa yang 
mendahului proses pengajuan perceraian. Para hakim dan para kepala 
persekutuan akhirnya (setelah berikhtiar selama waktu yang cukup lama 
mempertahankan perkawinan) mempermasalahkan permasalahan kesalahan 
memutuskan pembubaran perkawinan. Sejauh pemaksaan perceraian ini 
didasarkan atas kebencian sepihak tanpa motif-motif yang membenarkan 
kemungkinan dijatuhkan putusan perceraian, misalnya dengan sang suami 
yang kawin dengan mas kawin, maka pihak yang bertindak demikian perihal 
akibat-akibat yang menimpa harta kekayaannya diperlakukan sebagai pihak 
bersalah. Bagi perempuan yang dengan cara ini membubarkan sebuah 
perkawinan pengabdian dengan bergabung (inlijfhuweijk), betapapun juga 
tidak merasakan akibat yang merugikan. Tindakan-tindakan simbolis seperti 
menjatuhkan sebuah bambu tiga kali, membelah rotan dan lain-lain lazimnya 
merupakan sesuatu yang dikenal orang, sama halnya seperti terjadi pada 
beberapa suku bangsa (Batak, Toraja Barat) memberikan sebuah tanda yang 
kasat mata, bahwa perceraian tersebut telah menjadi kenyataan.49 
3. Perceraian Berdasarkan Hukum Adat Tana Toraja (Songkan Dapo’) 
 Di Tana Toraja perceraian dianggap sebagai pelanggaran 
berdasarkan Hukum Adat, dimana salah satunya yang melakukan perbuatan 
yang menyebabkan terjadinya perceraian mendapat hukuman berdasarkan 
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Hukum Perkawinan yang sudah ditentukan, yang bersalah harus membayar 
kepada yang tidak bersalah sebesar nilai Hukum Tana’ yang sudah 
disepakati dan hukuman yang dijatuhkan itu dinamakan Kapa’, dimana 
jumlah Kapa’ sama dengan nilai Tana’ dari yang akan dibayar50. Adapun nilai 
Tana’ berdasarkan Hukum Adat di Tana Toraja yaitu:51 
a) Tana’ Bulaan nilai Tana’nya 12 sampai dengan 24 ekor kerbau 
(tedong sangpala’) 
b) Tana’ Bassi nilai Tana’nya 6 ekor kerbau (tedong sangpala’) 
c) Tana’ Karurung nilai Tana’nya 2 ekor kerbau (tedong sangpala’) 
d) Tana’ Kua-kua nilai Tana’nya tidak dinilai dengan kerbau tetapi hanya 
sebagai syarat dengan 1 ekor babi betina yang sudah pernah beranak 
namanya bai doko. 
4. Sebab-sebab Perceraian 
 Menurut hukum adat, yang merupakan sebab-sebab terjadinya 
perceraian dari suatu perkawinan ialah:52 
1. Perzinahan 
 Yang terutama menjadi sebab perceraian adalah perzinahan. Dalam 
hal ini adalah perzinahan yang dilakukan oleh istri karena hal ini akan 
mengganggu keseimbangan masyarakat adat yang bersangkutan terutama 
dikalangan masyarakat adat yang kuat menganut agama Islam. 
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 Sebagaimaana ditegaskan oleh Soekano, Barend Ter Haar, demikian 
pula Soerojo Wignjodipoero, Djaren Saragih, menegaskan:53 
Perceraian yang disebabkan karena istri berzinah sudah 
barang tentu membawa akibat-akibat yang merugikan bagi 
istri. Apabila ia tertangkap basah sedang melakukan zinah 
(op heeterdaad betrapt)dan perempuan itu kemudian 
dibunuh, maka suaminya atau laki-laki dimaksud tidak usah 
membayar UANG BANGUN(zoengeld), apabila tidak dibunuh 
maka ia atau keluarganya wajib membayar uang delik atau 
uang tindak pidana (delikts betaling) yang kadang-kadang 
sebesar JUJUR(bruidschat) dan harus mengembalikan uang 
jujur dan di samping itu juga kehilangan haknya atas bagian 
harta gono-gini. Istri itu “dikeluarkan dari keadaan kawin 
dengan tidak membawa apapun” (METU PINJUNGAN-
Jawa) (BALIK TARANJANG-Sunda) (TURUN KAIN 
SEHELAI SIPINGGANG-Riau dan Jambi) (SOLARI 
BAINENA-Makassar). 
 
 Yang dimaksud perzinahan menurut ajaran Islam (Hilman 
Hadikusuma) menyatakan: 
Ialah bercampurnya pria dengan wanita yang bersetubuh tidak 
dalam ikatan perkawinan yang sah baik hal itu dilakukan 
antara pria dan wanita yang sudah atau sedang dalam ikatan 
perkawinan maupun antara pria dan wanita yang tidak/belum 
ada ikatan perkawinan ataupun di antara yang sudah kawin 
dan yang belum kawin”. 
Barangsiapa melakukan perbuatan zinah sedangkan yang 
melakukan itu belum pernahkawin maka menurut hukum Islam 
dapat dijatuhi hukuman “dera seratus kali” dan dibuang ke 
luar negeri satu tahun lamanya.Apabila yang melakukan zinah 
itu ialah orang yang telah pernah kawin (bersetubuh) dapat 
dijatuhi hukuman “rajam” yaitu dilontar dengan batu sampai 
mati. Di kalangan masyarakat adat di masa sekarang yang 
masih berlaku adalah hukuman “buang” atau “pengusiran” 
dari kampung”. 
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2. Kemandulan Istri 
 Yaitu istri tidak dapat mempunyai anak. Atau yang termasuk di 
dalamnya berpenyakit dan sulit disembuhkan, kurang akal, cacat tubuh dan 
penyakit yang menyebabkan tidak akan mendapatkan keturunan. 
3. Suami meninggalkan istri sangat lama 
4. Istri berkelakuan tidak sopan 
5.Adanya keinginan bersama dari kedua belah pihak atau adanya 
persetujuan suami-istri untuk bercerai 
6. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun lebih 
 Perlu ditegaskan di sini bahwa dalam kenyataannya perceraian yang 
disebabkan alasan adat melulu jarang terjadi, bahkan dibeberapa daerah 
tidak memungkinkan atau tidak memperbolehkan dilakukannya perceraian 
karena alasan adat (seperti halnya di Kepulauan Batu, Fak-fak, Kepas, dan 
Simsin). Di tanah Gayo pun jarang dilakukan.54 
 Selain alasan umum di atas, juga ada alasan-alasan lain, yaitu:55 
A. Tidak meperoleh keturunan dan suami meninggal dunia (minta cerai 
dari jabu asal suaminya-Batak) 
B. Karena kerukunan rumah-tangga telah tidak dapat dengan sungguh-
sungguh dipertahankan lagi (Lampung) 
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C. Karena campur tangan pihak mertua sudah terlalu jauh dalam soal 
rumah-tangga mereka (Aceh). 
 Di Tapanulii menurut sebuah komisi adat di bawah pimpinan Abdul 
Rasjid (penelitian sebelum Perang Dunia II) menegaskan:56 
Bahwa perkawinan itu sebagai suatu perjanjian bukan saja 
hanya antara suami-istri akan tetapi juga antara kerabat kedua 
belah pihak yang terdiri atas tiga golongan yaitu keluarga 
pihak Bapak, Clan HULA-HULA yang bersangkutan dan CLAN 
BORU  yang bersangkutan. Tanpa bantuan ketiga golongan 
dimaksud maka perceraian adalah tidak mungkin. 
 
Dan menurut komisi tersebut, bahwa menurut adat di sana perceraian baru 
ada kalau meninggal dunia, dan perceraian semasa hidup hanya 
diperkenankan apabila hal-hal yang memaksa, seperti: 
1. Suami 
 Apabila istrinya cinta kepada lelaki lain, mempunyai kebiasaan 
mencuri dan melakukan perbuatan di luar pengetahuannya serta istri tidak 
menghormati adat istiadat. 
2. Istri 
 Apabila suami sangat cemburu, suaminya impotent dan suami tidak 
mengindahkan adat istiadat. 
5. Tata Cara Perceraian 
 UU Perkawinan mengatur57“Perceraian hanya dapat dilakukan di 
depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha 
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dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan 
perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak akan dapat 
hidup rukun sebagai suami-istri”. 
 Dalam hal tata cara perceraian undang-undang tersebut menegaskan: 
Pasal 39 ayat 3 “tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam 
peraturan tersendiri”.58 
Pasal 40 :59 
1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan 
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur 
dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. 
 Kalau melihat ketentuan-ketentuan yang mengatur adanya perceraian, 
maka disini dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu digolongkan 
menjadi dua kelompok, yaitu : 
a. Perceraian karena talak 
b. Perceraian karena gugat 
ada perceraian karena talak, yang disebut perceraian karena talak ialah 
suatu bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami setelah mendapat 
keputusan hakim. Adapun tata caranya menurut Peraturan Pemerintah 
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Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :60 
1) Pasal 14: Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan 
menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan 
surat ke pengadilan tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan 
bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-
alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang 
untuk keperluan itu. 
2) Pasal 15: Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang 
dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 
hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta 
penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 
maksud percerian itu. 
3) Pasal 16: Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang 
pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud Pasal 14 
apabila terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud PP Pasal 19 
dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang 
bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi 
dalam rumah tangga. 
4) Pasal 17: Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk 
menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16. Ketua 
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pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian. 
Surat iru dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu 
terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian. 
5) Pasal 18: Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu 
dinyatakan didepan sidang pengadilan. 
 Pada prinsipnya ajaran Islam maupun hukum perkawinan nasional 
terdapat adanya suatu persamaan pandangan mengenai perceraian.Baik 
dalam hukum Islam maupun hukum perkawinan nasional sama-sama 
membenci terjadinya perceraian (cerai hidup). Kalau ditinjau dari tujuan 
perkawian yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.Dengan demikian perceraian 
merupakan kegagalan dalam mewujudkan cita-cita dalam berumah tangga 
tersebut. 
 Adapun tata cara perceraian yang dipengaruhi oleh agama Islam 
sebagai berikut:61 
1. Talakatau cerai, dapat diucapkan oleh suami kepada istri secara jelas 
dan terang dan dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan emosi 
atau mabuk. Talak dapat diucapkan oleh suami sebanyak tiga kali, dan 
bila terjadi talak tiga, maka suami istri tidak boleh rujuk kembali. 
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2. Taklik Talak yaitu ucapan suami pada waktu selesainya ijab qobul 
yang menyatakan bahwa: apabila suami selama tiga enam bulan 
berturut-turut atau setelah tiga bulan tidak memberi nafkah lahir batin, 
atau melakukan penganiayaan. 
3. Khul’ (kuluk, penanggalan sepotong pakaian) ialah bentuk talak yang 
diucapkan si suami atas permintaan si istri (yang memperoleh 
persetujuan si suami) dengan membayar penebus talak (Indonesia). 
Pembayaran itu dapat berujud uang, tetapi dapat berupa pelepasan 
tuntutan atas bagian dari harta bersama (gini) ataupun pelepasan 
tuntutan atas mas kawin yang belum dipenuhi suaminya. Akibatnya 
ialah: putusnya perkawinan tanpa kemungkinan rujuk; tetapi masa 
iddah tetap berlaku, disertai kewajiban si suami untuk membayar 
nafkah bagi istrinya. Lembaga itupun kebanyakan merupakan 
pemakaian kulit Islam bagi isi hukum adat, kemungkinan pemutusan 
perkawinan atas inisiatif si istri tanpa kesalahan suaminya, jadi harus 
disertai pengembalian uang jujur, mas kawin, hadiah perkawinan, dan 
sebagainya. Di Sulawesi Selatan misalnya dikenal “pammali kateaang” 
(Makassar=pembeli keengganan) si istri memperoleh perceraian atas 
pengembalian hadiah perkawinan (dalam keadaan-keadaan normal) 
sebagai “harga imbalan keengganan” tersebut. Suatu adat yang jelas 
bersifat Indonesia asli ialah kemungkinan bagi si istri untuk 
mengajukan gugat di muka Hakim agar suaminya dipaksa menerima 
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sejumlah uang (justru sebesar mas kawinnya) sebagai harga 
perceraiaan (talak). Jika si  suami tetap menolak, maka Hakim 
menetapkan bahwa si suami tersebut dianggap telah mengucakan 
talak, atau perkawinan itu dibubarkan hakim tanpa talak; sedangkan 
jumlah uang yang dipandang patut itu disimpan hakim atas nama si 
istri untuk dibayarkan kepada suaminya pada waktunya 
kelak.62Pengaduan oleh istri yang demikian itu di Solo disebut “rapak 
lumuh”, yaitu pengaduan dari pihak perempuan, bahwa ia jemu dalam 
perkawinannya.Ia memaksa suaminya menerima uang talak. Jika 
suami tidak mau, hakim yang membubarkan perkawinan.63Melakukan 
pembayaran yang bermaksud memaksakan pembubaran perkawinan 
itu di pedalaman Bengkulu disebut “membeli talak”, tetapi di selayar 
(Sulawesi selatan) sebaliknya dinamakan, “panggalli kaandaang” yaitu 
harga imbalan keengganan (si istri).64 
4. Pasah yaitu perceraian yang diputuskan oleh Hakim pengadilan agama 
berdasarkan pengaduan istri berdasarkan alasan-alasan yang 
dikemukanan istri, misalnya suami sudah tidak lagi memberi nafkah. 
Tetapi di Indonesia seringkali terdapat tuntutan “pasah” oleh istri 
berdasarkan kenyataan bahwa suaminya pada saat pengaduan itu 
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tidak memberi nafkah kepadanya ataupun meninggalkan dia. Si suami 
lalu dipanggil dan (meskipun tidak datang) diberi kesempatan tiga hari 
untuk membuktikan bahwa ia mampu menghidupi istrinya. Bila si istri 
kemudian menghadap hakim lagi dengan bukti bahwa suaminya 
belum juga memberi nafkah, maka perkawinan itu dinyatakan bubar 
karena “pasah”.Jadi suatu bentuk pembubaran perkawinan lagi atas 
permintaan sendiri. 
5. Syikak adalah perceraian yang diputuskan oleh hakim pengadilan 
agama yang disebakan perselisihan antara suami istri yang tidak 
dapat didamaikan lagi. 
6. Murtad adalah perceraian yang disebabkan salah satu pihak 
(suamiatau istri) keluar dari agamanya. 
 Adapun hukum nasrani tentang pembubaran perkawinan (perceraian), 
orang Indonesia Protestan biasanya mengakui beberapa fakta berat sebagai 
alasan perceraian: zina (oleh pria maupun wanita), penganiayaan berat, 
meninggaalkan rumah dengan maksud jahat, kadang-kadang juga 
kemandulan. Di Minahasa, perceraian dapat dinyatakan atasdasar 
permintaan bersama oleh suami istri, sedang di Ambon karena hidup terpisah 
dalam jangka waktu yang agak lama. Biasanya Landraaad (Pengadilan 
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Negeri) ataupun hakim pribumi di anggap wenang memeriksa dan mengadili 
tuntutan cerai; di Jawa, Dewan Gereja pernah diberi wewenang.65 
 Kemudian adapun di Bali, tradisi mesamsam di Desa Adat Menyali, 
Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng sampai sekarang tetap diberlakukan 
untuk melaksanakan keputusan perceraian suami isteri atas permohonan 
sendiri dengan berbagai alasan yang disampaikan kepada Kelian Desa Adat 
Menyali. Konsep tradisi mesamsam berdasarkan Hukum Adat Bali yang 
mempunyai sifat visual, suatu hukum dianggap terjadi, apabila ditetapkan 
dengan satu ikatan yang dapat dilihat secara nyata.66 
6. Akibat putusnya perkawinan (Perceraian) 
 Putusnya perkawinan (dalam hal ini dikenal dengan perceraian) 
menurut hukum adat dan hukum agama merupakan perbuatan yang  tercela. 
Dalam aturan perceraian hukum Islam, suami dapat membubarkan 
perkawinan dengan memberikan talaaq kepada istrinya. Sesudah talaaq 
satu, mulai waktu iddah (100 hari), atau jika istri dalam keadaan hamil, 
sampai 40 hari sesudah bersalin.Selama waktu iddah, istri tidak 
diperbolehkan kawin lagi. Sementara itu suami dilarang mempunyai lebih dari 
empat istri (termasuk istri yang mendapat talaaq). Istri dalam posisinya 
berhak mendapat nafkah, suami dapat mengambil kembali talaaq-nya dan 
mengambil istrinya (rujuk). Talaaq kedua, membawa akibat seperti halnya 
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talaaq ke satu, akan tetapi taalaq ketiga tidak lagi memberi kesempatan 
untuk rujuk.67 
 Mereka yang beragama Protestan mengakui bahwa syarat-syarat 
untuk bercerai adalah: zina, meninggalkan berniat jahat, (kwaadwillige 
verlating), penganiayaan berat (ernstige mishandeling); kadang-kadang juga 
tidak mempunyai anak.68 
 Akibat dari perceraian itu, setelah bercerai si perempuan dapat kawin 
lagi. Menurut adat atau hukum Islam nafkah tidak boleh dituntut dari bekas 
suaminya.Menurut hukum Kristen ini dapat dan bekas suami diwajibkan 
mberikan biaya untuk memelihara anak-anaknya.69 
 UU Perkawinan mengatur  bahwa perkawinan putus karena kematian, 
perceraian, dan atas putusan pengadilan (Pasal 38). Akibat putus perkawinan 
karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan 
mendidik anak-anaknya…, Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya 
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak…, Pengadilan dapat 
mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan 
dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 42 1-b-c).70 
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 Selanjutnya ditegaskan bila perkawinan putus karena perceraian, 
harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yang dimaksud 
adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya (penjelasan 
Pasal 37). Sedangkan mengenai harta bawaan dan harta benda yang 
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sudah jelas dikuasai 
masing-masing (Pasal 35(2)). Hal tersebut sesuai dengan keadaan 
kehidupan keluarga/rumah tangga yang mandiri dan bersifat parental semata, 
yang merupakan kecenderungan keluarga Indonesia modern. Namun dalam 
kehidupan keluarga/rumah tangga yang masih dipengaruhi adat kekerabatan 
yang akrab, masih nampak adanya pengaruh hukum adat lama, terutama di 
kalangan masyarakat patrilineal dan matrilineal, atau juga barangkali pada 
masyarakat yang bersifat bilateral, atau juga yang alternerend. 
 Pada masyarakat yang bersifat patrilineal,pada saat terjadinya 
perceraian maka putusnya perkawinan dikarenakan kematian ataupun 
perceraian tidak mengubah pertanggungjawaban kerabat pihak suami 
terhadap anak dan istri anggota keluarga atau rumah tangga seketurunan 
ayah, kakek dan seterusnya ke atas oleh karena anak seseorang  di dalam 
suatu keturunan berarti juga anak dari saudara bapaknya yang lain. Jadi jika 
anak tak terpelihara dengan baik oleh ayahnya karena ayahnya miskin 
apalagi jika si ayah sudah tidak ada lagi atau berpenyakit yang sukar 
disembuhkan, maka yang bertanggungjawab mengurus anak itu adalah 
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terutama semua saudara ayah yang lelaki. Begitu pula pemeliharaan 
terhadap janda dan saudara laki-laki yang meninggalkan jika ia tidak 
melakukan perkawinan anggau atau belum bersuami lagi atas persetujuan 
semua saudara almarhum suaminya. Pada masyarakat yang bersifat 
matrilineal, demikian pula sebaliknya, putusnya perkawinan karena kematian 
atau perceraian tidak mengubah tanggungjawab mamak/ibu terhadap 
kemenakan (di Minangkabau)  atau payung jurai terhadap kemanakan di 
Semendo atau para Kelarai (di Lampung-Pesisir). Walaupun kenyataannya 
adakalanya yang turun tangan dalam tanggung jawab terhadap kemenakan 
tersebut bukan pihak ibu tetapi pihak ayah (Bako-Baki di Minangkabau) 
dikarenakan saudara-saudara dari pihak ibu lemah baik dari segi ekonomi 
maupun dari faktor kesehatan. Pada masyarakat yang bersifat parental 
begitupula kekerabatan patrilineal dan matrilineal dari kampung halamannya, 
pertanggungjawabannya dari pengurusan dan pemeliharaan anak 
kemenakan, janda yang dalam kekurangan hidupnya adalah pihak suami 
(ayah) atau pihak ibu (istri) tergantung pada keadaan dan kemampuan serta 
kesediaan dari kerabat yang bersangkutan. Orang Minangkabau mengatakan 
“Di kampung mencari induk, Dirantau mencari suku”. Namun pada 
kenyataannya yang nampak membutuhkan rumah yatim piatu atau balai 
jompo adalah orang-orang Jawa.71 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
 Penelitan ini dilakukan di Kabupaten Tana Toraja, yaitu di Kecamatan 
Bittuang, tepatnya di Lembang Buttu Limbong.Pemilihan lokasi penelitian ini 
didasari oleh data awal yang didapatkan oleh penulis yang menemukan 
pernah terjadinya perceraian secara adat di lokasi tersebut. 
B. Jenis dan Sumber Data 
 Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ilmiah ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian di 
lapangan dengan wawancara langsung kepada tokoh-tokoh adat 
setempat serta pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang akan 
diteliti penulis. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa 
buku-buku, peraturan peerundang-undangan, internet dan lain-lain 
yang terkait dengan masalah yang diteliti. 
C. Jenis Penelitian 
 Untuk mempermudah pengumpulan data dalam melakukan penelitian, 
penulis menggunakan dua teknik penelitian yaitu: 
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
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Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah 
sejumlah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur-
literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
2. Penelitian lapangan (Field Researh) 
Yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan observasi langsung, 
dengan cara penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk 
mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara kepada 
narasumber yang terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam 
tugas akhir ini. 
D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi  
Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dengan 
pelaksanaan cerai secara adat di Lembang Buttu Limbong Kecamatan 
Bittuang. 
2. Sampel 
 Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan purposive sampling. 
Purposive sampling yaitu cara pemilihan dengan melihat sekelompok 
subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang di pandang mempunyai 
sangkut paut yang erat dengan ciri atau sifat yang diketahui 
sebelumnya. 
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 Sampel dalam penelitian ini terdiri atas: 
1. Pemangku adat (Ada’), Kepala Lembang Buttu Limbong, 
Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja 
2. Keluarga atau masyarakat yang terlibat atau melihat langsung 
proses pelakasanaan cerai secara adat di Lembang Buttu 
Limbong, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja 
E. Analisis Data 
 Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian di analisis secara 
kualitatif yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian 
dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Hasilnya akan 
disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan 
penelitian ini. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpuan yang 
merupakan jawaban atas permasaalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Tentang Tana Toraja 
 Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas empat suku yaitu Suku Bugis, 
Makassar, Mandar, dan Toraja. Suku Toraja merupakan salah satu suku 
besar dari keempat suku tersebut dimana seluruh masyarakat Toraja 
menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Nama Toraja mulai 
dikenal ketika Toraja berinteraksi dengan daerah lain khususnya daerah 
Gowa, Luwu dan Sidenreng. Asal kata Toraja sendiri mempunyai berbagai 
macam pemahaman, menurut orang Makassar, Toraja berasal dari kata Tau 
Raya yang artinya orang yang berasal dari Timur. Penyebutan nama ini 
didasarkan oleh catatan kehidupan Puang Lakipadada selama berada di 
Gowa. Adapun menurut orang Luwu, Toraja berasal dari kata To Riajang 
yangberarti orang dari barat, ini didasarkan letak Toraja yang berada 
disebelah barat dari Luwu. Sedangkan menurut orang Sidenreng, Toraja 
berasal dari kata To Riaja dimana arti dari sebutan ini ialah orang yang 
berada di pegunungan yang lebih tinggi dari daerah Sidenreng. Dalam 
masyarakat Toraja sendiri,nama Toraja berarti To Raa atau To Raya. Toraa 
sendiri terdiri dari dua kata To dan Raa dimana To berarti Orang, Raa berarti 
murah hati jadi To Raa berarti orang pemurah hati dan penyayang. 
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Sementara To Raya terdiriatas kata To yang berarti orang dan raya yang 
berarti raja atau terhormat, sehingga To Raya berarti orang yang terhormat.72 
 Adapun sub suku dari suku Toraja diantaranya: Toraja Bare’e, Toraja 
Tokea, Toraja Kolonedale, Toraja Seko, Toraja Galumpang, Toraja Mamasa, 
Toraja Duri, Toraja Sa’dan, Toraja Tae’. Toraja Tae’ dan Toraja Sa’danlah 
yang selanjutnya mendiami kabupaten Tana Toraja sampai saat ini. Daerah 
adat di Tana Toraja dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian kekuasaan adat, 
ialah sebagai berikut: 
1. Bagian selatan, dikuasai oleh penguasa adat yang bergelar Puang 
dengan daerah adatnya bernama padang dipuangi atau daerah adat 
kapuangan. Daerah ini terdiri atas kelompok adat Tallu Lembangna 
(Basse Kakanna Makale, Basse Tangana Sangalla, Basse Adinna 
Mengkendek) dan Tallu Batupapan (Endekan). 
2. Bagian timur dan utara, dikuasai oleh penguasa adat bergelar 
Siambe’ atau Sokong Bayu. Daerahnya dikenal dengan daerah adat  
Padang Diambe’I, dimana daerah ini terdiri atas : 
- Kelompok adat Balimbing Kalua’ 
- Kelompok adat Basse Sang Tempe’ 
- Kelompok adat Seko dan Rongkong. 
                                                          
72
Peter Pata Sumbung, 2010, Toraja Tallu Lembangna, Keluarga Besar  Tallu Lembangna  Jabodetabek, Jakarta,  
hlm. 5. 
62 
 
3. Bagian barat, dikuasai oleh penguasa adat bergelar Madika. Daerah 
adatnya dikenal dengan daerah Padang Dimadikai’, dimana daerah 
adat ini terdiri dari Tokalambunan dan kelompok adat Pitu Uluna 
Salu Karua Ba’bana Minanga. 
 Adanya suatu kelompok adat seperti yang disebutkan di atas 
disebabkan adanya kesamaan tujuan dan kepentingan dalam membina suatu 
keluarga dan dorongan kesamaan penderitaan dalam membina kehidupan.
 Kabupaten Tana Toraja secara administratif sejak 26 Desember 2008, 
kabupaten Tana Toraja telah resmi mengalami pemekaran menjadi 2 (dua) 
kabupaten yaitu Kabupaten Tana Toraja dengan ibu kota Makale dan 
Kabupaten Toraja Utara dengan ibu kota Rantepao.  
 Kabupaten Tana Toraja berbatasan dengan kabupaten-kabupaten 
lainnya, diantaranya : 
 Sebelah utara : Kabupaten Toraja Utara dan Propinsi Sulawesi     
Barat.  
 Sebelah Selatan : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang 
 Sebelah Timur : Kabupaten Luwu 
 Sebelah Barat :  Propinsi Sulawesi Barat  
Kabupaten Tana Toraja pada era reformasi pelaksanaan otonomi 
daerah secara nyata mulai dibangun dengan menata ulang pemerintahan. 
Pranata ini dimulai dengan menggabungkan beberapa desa dalam suatu 
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wilayah menjadi satu desa yang disebut Lembang. Lembang sebagai 
pengganti istilah desa merupakan wilayah kesatuan masyarakat adat Tana 
Toraja, dimana pemerintahannya dilaksanakan oleh Kepala Lembang (kepala 
desa) didampingi oleh ketua adat sebagai penasehat. Kepala Lembang ini 
pada umumnya merupakan keturunan suatu Tongkonan yang memiliki 
pengaruh besar dalam suatu wilayah masyarakat. 
 Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Tana Toraja umumnya 
adalah bertani. Usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat adalah usaha tani 
tanaman pangan, usaha ternak dan usaha tani tanaman perkebunan 
dilakukan oleh masyarakat secara bersamaan artinya dalam satu keluarga 
biasanya dilakukan usaha tani dan usaha ternak tersebut. Hal ini disebabkan 
karena hasil dari bertani dan beternak misalnya vanili, kopi, beras, kakao, 
cengkeh, kerbau, babi, dan ayam digunakan atau dibutuhkan dalam berbagai 
upacara adat masyarakat Toraja setiap tahunnya. 
 Saat ini di Tana Toraja terdapat 5 (lima) macam agama yaitu Kristen 
Protestan, Katolik, Islam, Hindu dan Budha. Walaupun mereka sudah 
menganut agama tersebut di atas tetapi tetap saja ada yang menggabungkan 
kepercayaan agama-agama tersebut dengan kepercayaan peninggalan 
nenek moyang yang berbau mistis. 
 Pelaksanaan upacara adat dalam masyarakat dilaksanakan 
berdasarkan ajaran-ajaran Aluk Todolo, baik upacara Rambu tuka’ 
(rambu=asap, tuka’=naik) biasa juga disebut dengan Aluk Rampe Matallo 
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(aluk= upacara, rampe= bagian, matallo= tempat matahari terbit) artinya 
upacara suka cita (ucapan syukur) yang dilaksanakan pada pagi hari, 
maupun upacara Rambu Solo’ (rambu= asap, solo’= turun) yang biasa juga 
disebut Aluk Rampe Matampu’ (matampu’= tempat matahari terbenam) 
artinya upacara yang dilaksanakan ketika matahari sudah tidak berada di 
tengah-tengah artinya lewat jam 12 (dua belas) siang. 
 Rambu Solo’ sebagai suatu upacara adat budaya Tana Toraja 
dilaksanakan atas pemahaman leluhur (dandanan sangka’) pada masa 
lampau dan hingga kini ternyata masih diikuti oleh orang Toraja yang sudah 
memeluk agama lain yang sudah dibenarkan oleh Ideologi Pancasila di 
Indonesia. Begitu luasnya kegiatan Rambu Solo’ itu dilaksanakan oleh orang 
Toraja, hal ini adalah amanah dan pesan leluhur kepada anak, cucu,cicit, 
serta berkesinambungan dalam ikatan manusia Toraja. 
B.  Latar Belakang Lembang Buttu Limbong 
 Lembang Buttu Limbong adalah sebuah daerah yang terletak di 
Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. Istilah lembang yang digunakan 
memiliki arti yang sama dengan desa. Luas Lembang Buttu Limbong yaitu 
741,79 Ha.73 
 Dalam Lembang Buttu Limbong terdapat 4 (tiga) kampung (dusun), 
yakni : 
1. Kampung Buttu 
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2. Kampung Tambolang 
3. Kampung Pong Batik 
4. Kampung Limbong 
Jumlah Penduduk Lembang Buttu Limbong : 
  Laki- laki  : 714 Orang 
  Perempuan : 914 Orang 
  Total : 1628 Orang 
 Jumlah Kepala Keluarga di Lembang Buttu Limbong sebanyak 369 KK . 
Lembang Buttu Limbong berbatasan dengan : 
1. Sebelah Utara  : Lembang Kole Palian 
2. Sebelah Timur : Lembang Se’seng Boronan 
3. Sebelah Selatan : Lembang Kandua’ 
4.  Sebelah barat : Lembang Sendana 
Di Lembang Buttu Limbong terdapat beberapa kasus percerian, akan 
tetapi karena perceraian secara adat tidak memiliki bukti tertulis, maka 
penulis hanya mendapatkan 5 kasus perceraian, disebabkan selama 
menjabat sebagai hakim adat 5 kasus ini merupakan kasus yang terakhir 
terjadi. 
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C. Pelaksanaan Perceraian Secara Adat Tana Toraja di Lembang Buttu 
Limbong Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja (Songkan 
Dapo’) 
 Perceraian adalah hal yang tidak diinginkan dan dianggap tercela 
menurut agama, adat, maupun dalam masyarakat pada umumnya, akan 
tetapi kadang kala tidak dapat dipungkiri adanya masalah dalam rumah 
tangga yang menyebabkan harus terjadinya perceraian yang dipandang 
sebagai jalan keluar. 
 Di Tana Toraja sendiri, di sebagian tempat masih dikenal dan 
dilaksanakannya perceraian secara adat yang dinamakan Songkan Dapo’, 
dari asal katanya Songkan yang artinya jatuh atau runtuh, dan Dapo’ yang 
artinya dapur, jadi Songkan Dapo’ artinya dapur  yang runtuh maksudnya 
ialah dapur tersebut diumpamakan sebuah rumah tangga, yang mana ketika 
pasangan suami istri bercerai diibaratkan sebagai sebuah dapur yang sudah 
runtuh, dan tidak dapat di perbaiki kembali74, jadi jika seseorang memutuskan 
bercerai secara adat di Tana Toraja maka sudah tidak dapat hidup bersama 
kembali dalam suatu rumah tangga sebagai suami istri dikemudian hari.75 
Di Lembang Buttu Limbong, Kepala Lembang setempat menegaskan 
tetap mempertahankan salah satu hukum adat tersebut, karena di nilai 
masyarakat lebih patuh terhadap hukum adat itu sendiri, dan prosesnya jelas 
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serta tidak berbelit-belit, dan lebih memudahkan apabila suatu saat memang 
terjadi hal-hal dalam rumah tangga yang menyebabkan harus terjadi 
perceraian, karena pengadilan di anggap lama jika menangangi hal tersebut, 
di lihat dari kasus-kasus yang terjadi bahwa pernah ada yang bercerai di 
pengadilan dan prosesnya begitu lama sampai bertahun-tahun dan kasusnya 
belum tuntas, sehingga anaknya pun terlantar. Kepala Lembang mengatakan 
bahwa76 
“inang manassa madomi tu tau tanggapi ke ada’ mo tu 
ma’kada, tae’ duka na messule-sule tu tau saba’ madomi’ 
dira’ta’i, na madomi duka tu anakna di padakaran lalan”. 
 
Artinya bahwa masyarakat adat  memang lebih takut terhadap hukum adat 
dan prosesnya pun lebih cepat, selain itu mengantisipasi agar anak-anak 
mereka tidak terlantar. Hukum adat ini ditegaskan agar masyarakat tidak 
semena-mena dalam rumah tangga, karena jika terjadi sesuatu di dalamnya, 
maka pemerintah setempat dan hakim adat tidak berdiam diri dan segera 
membantu menyelesaikan masalah tersebut. 
 Hakim adat Buttu Limbong mengatakan bahwa77 ”kita harus dalami 
dan pahami apa yang menjadi latar belakang dari hukum adat itu ada dan 
tetap diturunkan oleh orang tua kita, bukan untuk memberatkan tetapi 
memang ada hal-hal yang harus di hukum atau diberikan sanksi jika 
dilakukan demi terjaganya keharmonisan dalam masyarakat adat, dan  
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hukum adat  juga  menjamin orang yang bersengketa dapat menyelesaikan 
masalahnya dan keputusannya akan selalu di terima dengan baik, apabila 
seseorang tidak mau mentaatinya maka hakim adat menegaskan bahwa 
tidak segan-segan mengusir orang tersebut dari kampung, karena tindakan 
yang dilakukan dinilai dapat dicontoh oleh generasi penerus dan merusak 
serta mengganggu masyarakat adat itu sendiri, salah satunya ialah tindakan-
tindakan yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga 
hingga terjadinya perceraian. 
 Pelaksanaan perceraian secara adat sedikit berbeda dengan 
perceraian yang terjadi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, dimana 
jika di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama harus ada yang 
mengajukan atau menggugat cerai terlebih dahulu, seperti pada Pasal 14 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang 
mengatur: 78 
“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan 
menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya 
mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, 
yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan 
isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta 
kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.” 
 
Sedangkan pada perceraian secara adat khususnya di Lembang 
Butttu Limbong ada penjenjangan, ada penyelesaian kasus tingkat rukun, 
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tingkat kampung kemudian tingkat Lembang. Di tingkat rukun dan kampung 
diselesaikan oleh kepala rukun atau kepala kampung dan tokoh masyarakat 
yang dituakan, tetapi jika tidak dapat diselesaikan, maka akan diselesaikan 
pada tingkat Lembang oleh 3 hakim adat yang dipilih kepala Lembang. 
Adapun tata caranya dapat dilakukan melalui dua mekanisme  yaitu:79 
a. Ada pihak yang mengajukan perceraian kepada hakim adat, baik itu 
pihak perempuan maupun pihak laki-laki kemudian pihak hakim adat  
memanggil kedua bela pihak yang berperkara bersama keluarga, 
duduk bersama dan dimusyawarahkan, 
b. Hakim adat (Ada’), atau pihak pemerintah juga bisa mengambil inisiatif 
untuk memanggil langsung pihak dan keluarga untuk duduk besama 
bermusyawarah meskipun tidak ada pihak yang mengajukan 
perceraian, hal ini dilakukan apabila hakim adat atau pihak pemerintah 
setempat melihat adanya keluarga yang rumah tangganya mulai tidak 
harmonis karena hal itu juga merupakan tanggung jawab dari hakim 
adat dan pemerintah setempatdemi terciptanya kedamaian di 
masyarakat adat tersebut. 
Hakim adat dan Kepala Lembang Buttu Limbong kadang kala 
mengambil inisiatif untuk memanggil mereka tanpa menunggu ada yang 
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membawa kasus tersebut untuk diselesaikan oleh ada’ karena kepala 
lembang mengatakan bahwa80 
“Buda tu tau si sarak male bang ri na tampe, tae’ na ma’tangnga’ 
kumua den mo anakna, den mo kapatongananna” 
 
Artinya bahwa banyak orang yang pergi meninggalkan istri atau 
suaminya tanpa berfikir bahwa mereka memiliki anak, mereka memiliki 
agama, itulah sebabnya Kepala Lembang memutuskan untuk menegaskan 
bahwa walaupun seseorang memutuskan kawin secara agama tetapi mereka 
juga harus kawin secara adat, karena adat dinilai tegas dalam menyelesaikan 
suatu masalah jika terjadi di kemudian hari. 
Kemudian peraturan perundang-undangan mengatur bahwa perceraian 
dapat dilaksanakan apabila yang bersangkutan tidak mungkin didamaikan 
lagi, seperti pada Pasal 39 (1) UU Perkawinan yang mengatur:81 
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 
Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha 
dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.” 
 
Lalu dipertegas dalam Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaa UU Perkawinan yang mengatur:82 
“Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang 
pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud 
dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah 
ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri 
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yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup 
rukun lagi dalam rumah tangga” 
 
Ini jelas bahwa peraturan perundang-undangan mengatur harus 
mengusahakan perdamaian terlebih dahulu, sama halnya dengan aturan 
pada hukum adat terkhusus untuk pelaksanaan perceraian, pertama-tama 
yang dilakukan hakim adat ialah mengusahakan tercapainya rujuk, dimana 
hakim memanggil kedua bela pihak beserta keluarga untuk mengetahui 
masalah dalam rumah tangga tersebut dan mengusahakan tercapainya 
perdamaian, tetapi jika sama sekali tidak ada jalan keluar, dan kedua belah 
pihak atau salah satunya sudah tidak dapat berdamai, maka perceraian 
dilaksanakan.83 Pada akhirnya hakim adat membenarkan perceraian apabila 
kedua bela pihak memang sudah tidak bisa hidup bersama lagi dalam satu 
rumah tangga, Kepala Lembang Buttu Limbong juga mengatakan bahwa 
84”memang agama melarang hal tersebut, akan tetapi apabila kedua belah 
pihak memang sudah tidak cocok lagi, untuk apalagi dipaksakan hidup 
bersama, jadi bukan hakim adat atau pemerintah setempat yang membuat 
mereka bercerai, akan tetapi yang membuat mereka berpisah ialah 
keputusan mereka sendiri”. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan UU Perkawinan mengatur tentang alasan-alasan yang dapat 
menyebabkan terjadinya perceraian, alasan-alasan tersebut juga tidak jauh 
berbeda dengan alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian 
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menurut hukum adat di Tana Toraja terkhusus di Lembang Buttu Limbong 
Kecamatan Bittuang, seperti, zinah, pemabuk, terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 
tangga, serta salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain 
dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya serta 
alasan-alasan yang lain yang memicuh ketidakrukunan suatu rumah tangga. 
Adapun alasan yang paling banyak menyebakan terjadinya perceraian di 
Lembang Buttu Limbong ialah berzina  yang dilakukan oleh salah satu pihak 
serta meninggalkan tanpa alasan yang sah.85Kemudian bagi yang dinyatakan 
bersalah dalam pertemuan tersebut, dialah yang wajib membayar sanksi adat 
perceraian (kapa’) berdasarkan kesepakatan pada saat pelamaran yang 
dalam Rampanan Kapa’ dinamakan Unranpanan Kapa’ artinya 
membicarakan Tana’ Perkawinan untuk menentukan besarnya hukuman 
yang akan dijatuhkan sesuai dengan Tana’  keduanya jikalau ada yang 
merusak rumah tangga di kemudian hari yang dinamakan Kapa’. Namun 
tidak menutup kemungkinan kesepakatan pada saat pelamaran tersebut 
dapat berubah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kesepakatan di 
dalam musyawarah.86Adapun  susunanTana’ (Kasta) yaitu:87 
a. Tana’ Bulaan (Kasta Bangsawan Tinggi) 
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b. Tana’ Bassi (Kasta Bangsawan Menengah) 
c. Tana’ Karurung (Kasta Rakyat merdeka) 
d. Tana’ Kua-kua (Kasta Hamba Sahaya) 
Setelah yang dinyatakan bersalah telah membayar sanksi adat 
perceraian (Kapa’), maka pihak yang menerima Kapa’ tersebut wajib 
ma’tombang atau mantunu bai (memotong babi) dan makan bersama di 
kediamannya sebagai bukti sah bahwa telah bercerai dan telah melalui 
mekanisme perceraian yang ditentukan oleh adat, serta adat pun 
mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi harus di syukuri, jadi 
ma’tombang atau mantunu bai juga merupakan wujud syukur telah 
terselesaikannya masalah tersebut.88 
Apabila nantinya di kemudian hari seseorang yang telah menerima 
Kapa’ (to dikapai’) meninggal dunia dan keluarga melangsungkan upacara 
Rambu Solo’ ,maka keluarga wajib memberikan 1 kepala kerbau dari kerbau 
yang disembelih pada upacara tersebut kepada orang yang pernah 
membayar Kapa’ (to ma’kapai’na) atau keluarga dari to ma’kapai’ na sebagai 
tanda bahwa pernah ada ikatan di antara mereka, meskipun perceraian 
tersebut sudah sangat lama terjadi. 
Bagi yang telah bercerai secara adat dan memiliki anak, mereka 
berdua tetap memiliki kewajiban untuk merawat anaknya, jika anak tersebut 
masih kecil maka dibicarakan dengan siapa anak tersebut akan tinggal 
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sampai anak tersebut sudah bisa memutuskan sendiri mau ikut dengan 
siapa, akan tetapi kewajiban untuk membiayai hidup anak tetap harus di 
tanggung bersama. 
Agak sulit mengetahui bukti perceraian karena bukti perceraian 
tersebut tidak dibuat secara tertulis89, berbeda dengan PP No. 9 Tahun 1975 
tentang pelaksanaan UU Perkawinan pada Pasal 17 mengatur bahwa:90 
”Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan 
perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan 
membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian 
tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai 
Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan 
pencatatan perceraian”. 
 
Karena tidak adanya bukti secara tertulis pada perceraian secara adat, maka 
seseorang yang telah bercerai secara adat kemudian telah kawin lagi dan 
ingin membuat kartu keluarga yang baru, maka meminta keterangan dari 
kepala Lembang yang ditandatangani hakim adat bahwa telah melakukan 
perceraian secara adat.91 
D. Pemberian Sanksi Adat terhadap Perceraian Adat di Lembang Buttu 
Limbong Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja 
  Tana Toraja menganut sistem perkawinan mandiri, di mana yang 
dimaksud perkawinan mandiri ialah kedudukan dan hak suami dan istri 
berimbang sama, suami adalah kepala keluarga/rumah tangga, dan istri 
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adalah ibu rumah tangga,92dan merupakan masyarakat adat yang bersifat 
parental, akan tetapi hukum adat Tana Toraja mengatur mengenai 
perkawinan, dimana kedua belah pihak yang ingin melangsungkan 
perkawinan harus memiliki Tana’ atau kasta yang sama. Kepala Lembang 
Buttu Limbong mengatakan93 
”ya tonna dolona tae’ na kebaine sia kemuane pumala tu tau 
belanna tomatuanna ya dolo tu sibali”. 
 
Artinya bahwa pada zaman dahulu orang tidak sembarang memilih 
pasangannya, akan tetapi orang tua yang lebih banyak menentukan dan 
memiih dengan siapa anaknya akan kawin dan tentunya harus berdasarkan 
Tana’ (kasta) yang sama, walaupun anak mereka tidak saling mengenal 
tetapi orang tua sudah sepakat, mau tidak mau anak harus menuruti. 
Berbeda halnya dengan saat sekarang kebanyakan orang yang memilih 
pasangannya sendiri setelah itu baru memberitahukan kepada orang tua 
bahwa keduanya memutuskan untuk melangsungkan perkawinan.Ini 
menunjukkan bahwa sudah ada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat 
adat yang mulai berubah. 
  Berbicara mengenai hukum adat, setiap pelanggaran dalam adat pasti 
memiliki sanksi, sama halnya dengan perceraian. Sesuatu yang 
menyebabkan terjadinya suatu perceraian di anggap sebagai pelanggaran 
dalam masyarakat adat oleh karena itu pastilah memiliki sanksi adat. Adapun 
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sanksi karena pelanggaran dalam bentuk apapun yang menyebakan 
terjadinya perceraiaan secara adat pada masyarakat adat pada zaman 
dahulu menegakkan sanksi berupa denda berdasarkan nilai Tana’ dari yang 
melanggar tersebut. Sanksi berdasarkan nilai Tana’ tersebut antara lain:94 
a) Tana’ Bulaan nilai Tana’nya 12 sampai dengan 24 ekor kerbau 
(tedong sangpala’) 
b) Tana’ Bassi nilai Tana’nya 6 ekor kerbau (tedong sangpala’) 
c) Tana’ Karurung nilai Tana’nya 2 ekor kerbau (tedong sangpala’) 
d) Tana’ Kua-kua nilai Tana’nya tidak dinilai dengan kerbau tetapi hanya 
sebagai syarat dengan 1 ekor babi betina yang sudah pernah beranak 
namanya bai doko. 
Tokoh adat Tana Toraja mengatakan bahwa sanksi adat itu berupa 
kerbau dan babi, karena pada zaman dahulu tidak semua kalangan dapat 
memiliki babi apalagi kerbau, hanya orang-orang tertentu yang sanggup 
memiliki bahkan membeli babi untuk golongan hamba dan kerbau untuk 
golongan selain hamba, oleh karena itu babi dan kerbau dijadikan sanksi 
adat sebab dinilai akan membuat masyarakat adat berfikir panjang bahkan 
takut untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum adat, apalagi 
sanksinya dalam jumlah yang berbeda-beda sesuai denganTana’.95 
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Akan tetapi yang ditemukan di lapangan saat ini ialah bahwa memang 
hukum adat di Tana Toraja masih ada sebagian yang dipertahankan akan 
tetapi sudah ada pengaruh-pengaruh perkembangan zaman yang 
membuatnya mulai berubah dan tidak sesuai lagi dengan yang di terapkan 
pada zaman dahulu, contohnya mengenai Rampanan Kapa’, seperti seorang 
perempuan Tana’ Bulaan tidak diperbolehkan oleh Adat kawin dengan laki-
laki dari Tana’ Karurung jika terjadi maka perempuan dan laki-laki itu 
mendapat hukuman menurut hukum adat. Sebaliknya jikalau seseorang laki-
laki kasta Tana’ Bulaan dapat saja kawin dengan perempuan yang dari 
tingkatan manapun, hanya saja jikalau tidak sama Tana’nya perkawinannya 
itu tidak disahkan atau diakui oleh Adat, demikian pula hak dari pada anak 
dari perkawinan yang tidak sama hak tidak mewarisi seluruh hak dan warisan 
ayahnya atau tidak sama haknya terhadap penerimaan warisan dengan anak 
yang lahir dari perkawinan yang sama Tana’nya atau diakui oleh adat. Jikalau 
seseorang perempuan Tana’ Bulaan kawin dengan laki-laki dari Tana’ 
Karurung atau Tana’ Kua-kua, maka keduanya baikperempuan maupunlaki-
laki dikenakan hukum adat karena perempuan ini dianggap Unteka’ 
Palanduan (unteka’=memanjati ,palanduan=tapaan kayu bakar).96 Itu 
menurut aturan adat yang sesungguhnya, akan tetapi pada saat sekarang, 
orang yang berbeda Tana’ sudah dapat kawin secara adat dan di sahkan 
oleh Ada’. Inilah yang menjadi dilema dalam masyarakat adat itu sendiri, 
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karena kebanyakan orang sekarang memilih pasangan sudah tidak sesuai 
dengan Tana’nya, akibat dari peristiwa inilah juga yang mengakibatkan 
jumlah kerbau yang harus di bayarkan sebagai Kapa’ pada perceraian pun 
berubah97, dan juga masyarakat setempat  mengatakan bahwa karena 
perkembangan zaman, jumlah kerbau yang dibayarkan sudah tidak sesuai 
dengan aturan, sudah sangat jarang yang membayar Kapa’ lebih dari 2 ekor 
kerbau, tana’ apapun itu, dan masyarakatpun tidak keberatan akan hal 
tersebut. 
Hakim adat dan pemerintah di Lembang Buttu Limbong membenarkan 
hal tersebut, bahwa menurut aturan adat yang berlaku dari zaman dahulu 
ialah berdasarkan aturan Tana’, seiring dengan perkembangan waktu, sanksi 
pada masyarakat adat sudah tidak terlalu mengikuti aturan sanksi 
berdasarkan nilai Tana’. Kepala Lembang setempat mengatakan bahwa98 
terserah dari masing-masing orangnnya, apakah mereka mau berpisah 
dengan adat dan membayar Kapa’ ataukah tidak, berbeda halnya dengan 
yang dikatakan hakim adat setempat, beliau mengatakan bahwa 99semua 
yang melangsungkan perkawinan secara adat dan ingin berpisah maka 
haruslah melaksanakan perceraian secara adat dan membayar Kapa’, 
namun beliau juga membenarkan bahwa sanksi perceraian secara adat pada 
saat ini sudah tidak memberatkan berdasarkan nilai Tana’.Bisa diakatakan 
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bahwa meningkatnya perceraian secara adatini diakibatkan dari kelonggaran 
sanksi berdasarkan Tana’. 
Pada perceraian secara adat, pemberian sanksi adat juga 
memperhatikan penyebab seseorang melakukan kesalahan-kesalahan yang 
menyebabkan terjadinya perceraian, apabila si A melakukan kesalahan 
karena disebabkan oleh si B, maka jika sampai terjadi perceraian, maka si A 
akan dikenakan sanksi adat setengah dari yang harus dibayarnya sebab si A 
melakukan kesalahan yang juga sebenarnya di sebabkan oleh tindakan si B. 
Kemudian bentuk sanksi adat di Tana Toraja ialah pembayaran dalam bentuk 
babi dan kerbau, namun pada saat sekarang, pembayarannya itu bisa berupa 
tanah, baik itu tanah basah (sawah) atau tanah kering, kadang kala juga 
dalam bentuk uang tetapi semuanya harus seharga kerbau, jadi pembayaran 
bisa dalam bentuk apapun, tetapi harus kembali di tukarkan dengan kerbau, 
maksudnya jika pembayarannya berupa tanah, maka tanah tersebut harus 
segera di jual dan hasilnya  digunakan untuk membeli kerbau, semuanya 
tergantung dengan orang yang di kapa’i’, apakah mereka mau menerima 
dalam bentuk kerbau, ataukah ikhlas menerima barang yang seharga dengan 
kerbau.100 
 Mengenai harta, bagi yang dianggap dan dinyatakan bersalah sama 
sekali tidak boleh membawa apapun dari rumah atau tempat yang pernah 
mereka tinggali bersama pada saat berumah tangga (harta bersama), dan 
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semuanya nantinya akan diberikan kepada anak mereka jika itu mutlak 
kesalahan dari 1 pihak, akan tetapi jika sebab mereka bercerai karna 
tindakan oleh kedua belah pihak dan mereka tidak memiliki anak, maka harta 
tersebut dibagi 2, akan tetapi jika mereka memiliki anak maka harta tersebut 
akan menjadi jaminan buat anak-anak mereka, jadi di mana anak-anak 
mereka tinggal maka orang itulah yang mengelola harta tersebut.101 
 Ada beberapa kasus perceraian yang pernah terjadi di Lembang Buttu 
Limbong (Tabel 1), salah satunya ialah yang dialami oleh Marten dan 
Debora, mereka merupakan masyarakat adat dengan Tana’ Bassi yaitu kasta 
Bangsawan menengah yang memutuskan untuk kawin secara adat, dan di 
tengah-tengah rumah tangga mereka, Debora (istri) pergi dengan laki-laki 
lain, sehingga Marten (suami) memutuskan untuk membawa perkara tersebut 
untuk diselesaikan secara adat di hadapan 3 hakim adat Lembang Buttu 
Limbong yaitu, T.K Pongmonapa (Ketua Hakim Adat Lembang Buttu 
Limbong), Yenose, Benyamin Mangara dan orang-orang yang dituakan di 
Lembang Buttu Limbong serta keluarga kedua bela pihak pada tahun 2015, 
yang dinyatakan bersalah pada saat itu ialah Debora (istri) dan mutlak 
kesalahannya sendiri sehingga berdasarkan kesepakatan pada saat 
Unrampanan Kapa’, Debora (istri)  wajib membayar Kapa’ yaitu 2 ekor kerbau 
kepada Marten (suami)102. Keluarga mereka mengatakan bahwa mereka 
                                                          
101
 T.K Pongmonapa, Wawancara 5 April 2016 
102
Pong  Datu, Wawancara 8 April 2016 
81 
 
tetap mengadakan perkawinan secara adat walaupun mereka juga kawin 
secara agama, karena yang pertama bahwa kita hidup di daerah yang 
menghormati adat istiadat, oleh karena itu mereka pun menghormatinya, 
yang kedua bahwa tidak ada salahnya karena adat menjamin penyelesaian 
suatu perkara jika kelak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, terbukti dengan 
apa yang keluarga mereka alami, prosesnya tidak berbelit, dan cepat 
terselesaikan, kedua keluargapun menerima keputusan yang dihasilkan pada 
saat itu103. Berbeda halnya yang dialami oleh Raya (suami) dengan Tana’ 
Bassi dan Teresia (istri), dengan Tana’ karurung, kerabat mereka 
mengatakan bahwa mereka melangsungkan perkawinan secara adat dan 
tidak melakukan secara agama serta mereka tetap melangsungkan 
perkawinan berbeda Tana’ karena terjadi sesuatu yang tidak diinginkan 
sehingga Raya (suami) harus bertanggung jawab, dan agar status anaknya 
jelas, kemudian di tengah rumah tangga mereka Raya kawin lagi dengan 
perempuan lain tanpa izin dari istri dan keluarga, perbuatan tersebut 
dianggap melanggar aturan hukum adat sehingga istri menggugat cerai dan 
Raya wajib membayar Kapa’ kepada istri, agak sulit menentukan jumlah 
Kapa’yang harus dibayarkan karena mereka berasal dari Tana’ yang 
berbeda, kemudian diputuskan Raya membayar Tana’ sebanyak seekor 
kerbau dan seekor babi, yang mana saat itu Raya membayarnya dalam 
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bentuk sawah yang dinilai seharga seekor kerbau dan seekor babi104. 
Berbeda yang dikatakan oleh keluarga-keluarga yang pernah bercerai secara 
adat lainnya, mereka kawin secara adat karena mereka menghormati adat,  
keluarga yang bersalah pun tidak keberatan akan kapa’ yang harus 
dibayarkan, karena menurut mereka itu sudah aturan yang harus di taati, 
lagipula mereka yang berbuat salah tidak ada salahya jika patuh terhadap 
perjanjian yang dibuat pada saat kawin, mereka juga mengatakan bahwa 
seseorang di nilai dari apa yang mereka katakan apakah sejalan dengan apa 
yang mereka perbuat, begitula masyarakat adat, jadi mereka dengan lapang 
dada menerima konsekuensi dari apa yang mereka perbuat105. Ini kembali 
menegaskan bahwa masyarakat adat memang lebih patuh terhadap hukum 
adat, walaupun tidak tertulis, tetapi aturan tersebut bisa di taati, dan tegas 
terhadap pelanggaran-pelanggaran adat yang terjadi walaupun sanksinya 
sudah tidak setegas pada zaman dahulu. Agak sulit mendapat informasi yang 
banyak dari pihak keluarga yang bercerai, karena perceraian di anggap Siri’ 
dalam masyarakat adat. 
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Tabel 1. Data Perceraian secara Adat di Lembang Buttu Limbong Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana 
Toraja 
No
. 
Nama Pekerjaan Tana’ 
Yang 
bersa 
lah 
Kapa’ 
Tahun 
Suami Istri Suami Istri Suami Istri 
Yang 
seharus 
nya 
Yang 
dibayarkan 
1. Marten Debora Petani 
Ibu 
Rumah 
Tangga 
Bassi Bassi Istri 
6 ekor 
kerbau 
2 ekor kerbau 2015 
2. Nopri Lepong 
Karyawan 
Swasta 
Guru Bulaan Bulaan Suami 
12 – 24 
ekor 
Kerbau 
Seekor kerbau 
dan uang 
seharga seekor 
babi 
(Rp.5.000.000) 
2015 
3. Thomas 
Herlina 
Kullin 
Karyawan 
Swasta 
Ibu 
Rumah 
Tangga 
Bassi Karurung Istri 
3-5 ekor 
kerbau 
Uang seharga 2 
ekor kerbau 
(Rp.14.000.000) 
2015 
4. Martinus Selviana Pedagang 
Ibu 
Rumah 
Tangga 
Karurung Karurung Istri 
2 ekor 
kerbau 
Uang seharga 
seekor kerbau 
(10.000.000,-) 
2015 
5. Raya Teresia Pedagang 
Ibu 
Rumah 
Tangga 
Bassi Karurung Suami 
3-5 ekor 
kerbau 
Sawah dan 
seekor babi 
2012 
 
Sumber Data : Data Primer diolah tahun 2016 
84 
 
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1. Proses pelaksanaan perceraian secara adat di Lembang Buttu Limbong 
Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja itu melalui hakim adat dan 
pemerintah setempat. Adapun Tata cara pelaksanaannya sedikit berbeda 
dengan pelaksanaan di Pengadilan agama dan Pengadilan negeri, dimana 
perceraian di Pengadilan agama dan pengadilan negeri harus ada yang 
mengajukan perceraian terlebih dahulu, sedangan secara adat ada dua 
mekanisme yang dapat dilakukan yaitu: 
a. Ada pihak yang mengajukan perceraian kepada hakim adat, baik itu 
pihak perempuan maupun pihak laki-laki kemudian pihak hakim adat  
memanggil kedua bela pihak yang berperkara bersama keluarga, 
duduk bersama dan dimusyawarahkan, 
b. Hakim adat (Ada’), atau pihak pemerintah juga bisa mengambil inisiatif 
untuk memanggil langsung pihak dan keluarga untuk duduk besama 
bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut 
meskipun tidak ada pihak yang mngajukan perceraian, hal ini 
dilakukan apabila hakim adat atau pihak pemerintah setempat melihat 
adanya keluarga yang rumah tangganya mulai tidak harmonis karena 
hal itu juga merupakan tanggung jawab dari hakim adat dan 
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pemerintah setempat demi terciptanya kedamaian di masyarakat adat 
tersebut. 
Hakim adat akan mengusahakan terjadinya rujuk terlebih dahulu, 
kemudian jika sudah tidak dapat didamaikan lagi maka di bicarakan sanksi 
perceraian (kapa’) yang harus di bayar oleh yang dinyatakan bersalah. 
Setelah yang bersalah membayar kapa’ maka yang di kapai’na wajib 
ma’tombang atau mantunu bai (memotong babi)dan makan bersama di 
kediamannya. 
2. Sanksi adat perceraian (Kapa’) antara lain: 
a. Sanksi berupa denda yaitu babi dan kerbau, namun bisa juga 
dibayarkan dalam bentuk apapun seharga babi dan kerbau,  
b. Seeorang yang dinyatakan bersalah tidak dapat membawa apapun 
(harta bersama) dari rumah yang pernah mereka diami bersama 
dalam suatu rumah tangga.  
Pemberian sanksi perceraian (kapa’) secara adat Tana Toraja pada 
zaman dahulu atau menurut aturan haruslah berdasarkan Tana’ (Kasta) 
namun karena perkembangan zaman, maka pembayaran kapa’ pada saat 
sekarang sudah berdasarkan kesepakatan kedua keluarga yang berperkara, 
kemudian pada zaman dahulu sanksi adat berupa kerbau dan babi, namun 
pada saat sekarang sanksi tersebut sudah bisa dalam bentuk uang atau 
apapun seharga kerbau namun pada akhirnya barang tersebut harus di jual 
dan kemudian hasilnya digunakan untuk membeli kerbau. 
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B. Saran 
1. Hendaknya pemerintah setempat, tokoh-tokoh adat dan hakim adat 
bahkan masyarakat adat kembali menjunjung sanksi adat berdasarkan nilai 
Tana’, bukan untuk memberatkan tetapi agar membuat masyarakat adat 
berfikir panjang untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang 
menyebabkan perceraian karena sanksi adat yang berat. 
2. Dalam pelaksanaan perceraian secara adat harusnya ada bukti dalam 
bentuk tertulis agar lebih jelas dan lebih memudahkan apabila kelak ada yang 
kawin lagi dan ingin membuat kartu keluarga yang baru. 
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